BABI1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Tindak pidana pencucian uang, atau yang sering disebut money laundering'

merupakan istilah yang cukup umum ditemui dalam berbagai pemberitaan media

massa. Istilah ini merujuk pada upaya yang dilakukan oleh individu maupun entitas

pencucian
ring mulai

tersebut

ources into legal

3 Pada mulanya tindak pidan n uang{ foney Laundering) didominasi oleh uang
atau aset yang berasal dari kegiatan perjulan online. Oleh karenanya, pemerintah Republik
Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya secara
aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap perjudian online dan
psikotropika. Langkah nyata dari komitmen pemerintah tersebut diwujudkan dengan
ditandatanganinya United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And
Psychotropic Substances,1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan
Peredaran Gelap Perjudian online Dan Psikotropika) yang telah diratifikasi dalam Undang- Undang
RI Nomor 7 Tahun 1997 pada tanggal 24 Maret 1997. Pengesahan atau ratifikasi dilakukan untuk
memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya
mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap perjudian online dan
psikotropika,sekaligus praktek pencucian uang yang terjadi. (Alda Satrya, Tindak Pidana Pencucian
Uang Terhadap Perjudian Online, Jurnal Al-Manhaj, Volume 4, 2 December, 2022, hlm. 287-296
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pidana pencucian uang itu sendiri. Berbicara tentang tindak pidana asal (predicate
crime), tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari
harta haram (dirty money) yang kemudian dicuci. Sedangkan, tindak pidana
pencucian uang merupakan tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan agar hasil

tindak pidana tersembunyikan atau tersamarkan. Merujuk dari uraian di atas, maka

kejahatan
an, yang

kan bahwa

elalui proses

lain, terdapat

4 Muh. Afdal Yanuar, Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai
Independent Crime dengan sebagai Follow up crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015,
Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019.

5 Sahuri Lasmadi, “Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal
[lmu Hukum Refleksi Hukum, Volume 5 Nomor 2, April 2021
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tindak pidana awal (predicate crime) yang menjadi sumber perolehan harta tersebut
sebelum dilakukan proses pencucian.’

Konkretisasi dari pemaknaan bahwa tindak pidana pencucian uang
merupakan sebuah independent crime dapat dipahami dari Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5,

dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

menyidik,
ersidangan.

perspektif

tindak pidana mendapatkan

dalam Undang-Undang. Di sisi lain, kepastian hukum secara linear menuntut

® Yenti Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering). Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, him. 45.

7 Afdal Yanuar, Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang, Jurnal Konstitusi,
Volume 16, No 4, Periode 2 Desember 2019.

8 Yudi, Kristiana. “Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum
Progresif.” Elibrary.pascajayabaya.ac.id, Thafa Media, 2015.
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Penyidikan yang diterapkan secara konsisten dan transparan. Pasal 69 Undang-
Undang TPPU-yang dijadikan dasar untuk tidak perlu menunggu pembuktian
tindak pidana asal-sangatlah bertolak belakang dengan apa yang dihidupi dalam
asas keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana penerapan ketentuan Pasal 69

akan mengakibatkan kekurangan bukti untuk membuktikan suatu TPPU sehingga

menganggap bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai follow up crime

muncul ke permukaan dengan kuat setelah diucapkannya Putusan Mahkamah

9 Fikrillah, Muhammad. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Delik Lanjutan Ditinjau
Dari Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2021, pp. 4-7.
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Konstitusi No 90/PUU-XI11/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindak
Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (follow up crime) yang
merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime). Sedangkan, tindak
pidana asal (predicate crime) merupakan tindak pidana yang menghasilkan

uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan upaya pencucian. Oleh karena itu,

membuktikan terlebih dahu

Banyak ahli hukum pidana yang berpendapat bahwa pasal 69 tersebut

bertujuan agar mencegah pelaku untuk secara cepat mengalihkan harta yang berasal

10 Afdal Yanuar, Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang, Jurnal
Konstitusi,Volume 16, No 4, Periode 2 Desember 2019.
" Ibid.
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dari tindak pidana tersebut. Jika terlebih dahulu harus membuktikan tindak pidana
asalnya, proses tersebut dianggap akan memakan waktu yang lama schingga
berpotensi harta tersebut sudah dialihkan atau disembunyikan. Oleh karena itu,
pasal 69 tersebut dibutuhkan untuk mencegah terjadinya hal tersebut. '

Istilah money laundering dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai

10 tentang

akar d : seb KU, DS i kelompok

terorgafis ' mappenéueran uang untuk

12 Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Bandung: Books Terrace &
Library, 2007, hlm. 43.

13 Yunus Husein, Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering), diakses pada
. https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/11_upaya-memberantas-pencucian-uang_x.pdf;
diakses pada tanggal tanggal 1 September 2022.

14 Dilihat dari sejarah pembentukannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan undang-undang ketiga
yang dilahirkan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang di Indonesia. Sebelumnya, terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian
diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
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menyembunyikan, menyamarkan, atau mengaburkan hasil dari aktivitas ilegal agar
terlihat sah secara hukum.!> Proses ini menciptakan suatu rantai yang
menghubungkan kejahatan awal dengan aktivitas lanjutan dari kelompok kejahatan
terorganisir. Uang hasil kejahatan yang telah dicuci kemudian sering digunakan

kembali untuk membiayai kejahatan serupa atau bahkan memperluas jaringan

tiga
keu 18 ¢l
usul

or, seperti

1, industri
lah untuk
demikian,

erupakan

asilkan dari suatu

1 1 sahkan hasil tindak pidana dari sumbernya,
yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap t ansak51 keuangan untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa
rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi
yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

18 Penggabungan (integration) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta
kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai
jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis
yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

19 Yunus Husein, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan Undang-
Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, diakses pada https://yunushusein.files.wordpress.-
com/2007/07/14-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-melalui-uu-tppu_x.pdf. hlm. 5, diakses
pada tanggal 1 September 2022.
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Ketiga tipologi pencucian uang pada dasarnya merepresentasikan tahapan-
tahapan yang ditempuh oleh pelaku untuk mengesahkan harta kekayaan yang
diperoleh dari hasil tindak pidana. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk
menciptakan pemisahan (disassociation) antara aset hasil kejahatan dan pelakunya,

sehingga mempersulit Penyidikan konvensional dalam mengidentifikasi pelaku

, dan pada

erasal dari
juga kerap

as jaringan

m pidana

berlakukan

21 Indone51a dalam sej arahiny: ielakukankri ninalisasi terhadap perbuatan pencucian
uang pada April 2002, dengan d1undang annya UU TPPU, yang kemudian direvisi dengan UU
No.25 Tahun 2003 dan sejak tanggal 22 Oktober diperbaharui dengan Undang-Undang No. 8 Tahun
2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang (UU TPPU No. 8 Tahun 2010), yang
mencabut undang-undang sebelumnya. Namun demikian dalam perjalanannya penerapan UU TPPU
masih dirasakan kurang optimal dan dalam beberapa kasus masih ada “keraguan” atau adanya
perbedaan persepsi tentang penerapannya, terbukti dengan beberapa kali terjadi dissenting opinion
dari beberapa putusan hakim missal terkait perkara Korupsi dan TPPU. Ketidakoptimalan tersebut
antara lain berkaitan dengan masalah apakah kejahatan asal (predicate offense/Predicate crime)
harus dibuktikan terlebih dahulu atau tidak, kewenangan penyidikan, bentuk atau susunan dakwaan,
pembalikan beban pembuktian. Lihat dalam Sebastian Pompe, et-al, Ikhtisar Ketentuan Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, The Indonesia
Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2011, hlm. 468.
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kejahatan pencucian uang. Kedua, perangkat hukum nasional yang telah ada
sebelumnya dinilai belum memadai dan tidak cukup responsif dalam menangani
praktik pencucian uang secara efektif di dalam negeri.?

Pemahaman yang mendalam mengenai latar belakang kriminalisasi tindak

pidana pencucian uang serta strategi implementasinya sangat penting guna

penyidikan
ing untuk
pencucian
gan tindak

ician uang

22 TR Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum
Dan Sosiologi, Peradaban, Jakarta, 2011, hlm. 58.

- Ibid.

24 Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang ini tidak tergolong sebagai kejahatan.
Bahkan Praktek kegiatan pencucian uang ini tidak lagi sesederhana yang dilakukan oleh Al Capone,
pencucian uang dilakukan antara lain melalui jual beli fiktif asset atau penitipan fiktif untuk
melakukan investasi yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya bersifat domestik namun juga antar
negara. Hal ini memicu kekhawatiran internasional terhadap perkembangan kejahatan ini, pada
tahun 1989 dan 1990 negara-negara yang tergabung di dalam G7 (Group 7) melahirkan The
Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering yang bertujuan mendorong negara-
negara agar menyusun peraturan perundang-undangan untuk mencegah mengalirnya uang hasil
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Dari perspektif sosiologis, modus operandi pencucian uang terus
berkembang menjadi semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan
inovasi dalam bidang keuangan dengan cara melibatkan orang-orang terdekatnya
dalam membantu melakukan kejahatannya, serta penggunaan rekening fiktif dalam

rangka menyembunyikannya atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidananya.

transaksi
kan bahwa
laku kerap
nggunakan
kejahatan.
diperlukan
melakukan

ikan (non-

berlandaskan pada paradig dan keadilan retributif, yang

perdagangan narkotik baik melalui bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Lihat Sebastian
Pompe, Op.cit, him. 96.

25 M.Hatta Ali, Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam
Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain”, dalam Diseminasi atau Seminar
Nasional Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 di Merlynn Park, Jakarta,
2013.

26 Muhammad Yusuf, Terobosan Hukum Memburu Uang Haram, dalam Requisitoire Law
Enforcement dan Justice Magazine, diakses pada http://requisitoire-magazine.com; diakses pada
tanggal 2 Oktober 2022.
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menitikberatkan pada penyidikan terhadap pelaku kejahatan. Namun, pendekatan
ini tidak sepenuhnya sejalan dengan karakteristik pencucian uang sebagai kejahatan
kerah putih yang bersifat kompleks dan transnasional.

Berdasarkan pengalaman dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

pencucian uang, diskusi serta pembahasan tentang mengenai pidana pencucian

uang, dapat dikumpwetkan frenjadi isu dan bahan diskusi

e UNLY

Pertanyaan yang kerap sejak kapan atau bilamana terjadinya
tindak pidana pencucian uang? Apakah tindak pidana pencucian uang selalu terjadi

setelah terjadinya tindak pidana asal? Apakah tindak pidana pencucian uang dapat

terjadi bersamaan dengan terjadinya tindak pidana asal?
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d. Isu terkait harta kekayaan sebagai objek tindak pidana pencucian
uang Kerap dipertanyakan, apakah seluruh harta kekayaan tersangka tindak pidana
pencucian uang dapat disita? Bila hanya sebagian harta kekayaan milik tersangka
yang dapat disita, apa yang menjadi kriterianya? Bila harta kekayaan yang diduga

sebagai hasil kejahatan telah berubah bentuk, atau berpindah tangan, atau dikuasai

uang

pena

dimints dak ian uang?

ter

?“Dalam tindak pidana narkotika yang
hampir seluruhnya tertangkap tangan dengan barang bukti narkoba dan uang yang
digunakan untuk transaksi, dimana terjadinya tindak pidana pencucian uang? Apa
yang membedakan delik tindak pidana pencucian uang dengan delik tindak pidana

penadahan?
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g. Isu tentang kewenangan menangani tindak pidana pencucian uang

Sering ditemukan adanya perdebatan tentang siapa yang berwenang
menangani tindak pidana pencucian uang? Apakah semua penyidik yang
menangani tindak pidana asal berwenang menangani tindak pidana pencucian uang,

atau harus melimpahkan penanganan tindak pidana pencucian uang kepada

Apakat Kat Ralsek da enangani tindak

pida

ditemul

mendorong perlunya pergese dalam analisis hukum pidana. Salah

satu pendekatan yang relevan untuk diterapkan adalah economic analysis of

27 Robertus de Deo, Catatan Kecil Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Dittipideksus
Bareskrim, Jakarta, 2022, hlm. 23
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criminal law®® yakni pendekatan yang menilai efektivitas aturan hukum melalui tiga
indikator utama: nilai (value), kemanfaatan (utility), dan efisiensi (efficiency).”’
Pendekatan ini sangat tepat diterapkan dalam konteks kejahatan ekonomi,
keuangan, dan perbankan karena melibatkan pelaku usaha, institusi perbankan,

serta entitas korporasi yang operasinya berlandaskan prinsip ekonomi dan

erdiri dari

s operandi

nanfaatkan
asitas dan
pidana ini

ama dalam

28 Untuk mengetahui lebih jauh, baca, Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, di dalam Marni
Emmy Mustafa, Bunga Rampai Hukum dan Peradilan, Alumni, Bandung, 2016, him. 83.

» Ibid. hlm. 31.

30 Pendidikan hukum di Indonesia kurang mengakomodasi pendekatan sudut analisis ekonomi
termasuk di dalam pengajaran hukum pidana. Sekalipun mata kuliah hukum ekonomi telah
tercantum dalam kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia akan tetapi terbatas pada lingkup
pengajaran hukum keperdataan dan hukum bisnis sedangkan dalam lingkup pengajaran hukum
pidana, pendekatan sudut analisis ekonomi diabaikan. Saya berpendapat bahwa sudah sepatutnya,
sekalipun terlambat, kurikulum mata kuliah hukum kepidanaan memasukkan pendekatan analisis
ekonomi seperti terhadap norma-norma dalam hukum pidana ekonomi dan keuangan serta
penetapan sanksi-sanksi pidana.
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ke dalam pasar domestik dan sebaliknya juga akurasi mengenai informasi serta
kondisi pasar modal dan lalu lintas pergerakan aktivitas ekonomi.

Dalam kerangka tersebut, keberhasilan sistem anti-pencucian uang sangat
ditentukan oleh sinergi dan koordinasi antarlembaga seperti sektor jasa keuangan

(baik perbankan maupun non-perbankan), masyarakat umum, Bank Indonesia (BI),

Tahun 2010

jerbagai dimensi
hukum pidana, termasuk nila bangan antara kepastian hukum dan

efektivitas penyidikan, serta aspek pembuktian yang bersifat teknis. Evaluasi

terhadap sistem peradilan pidana dalam kasus pencucian uang hendaknya tidak

3 Suhartoyo, Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, Sebagai Metode Prioritas dalam

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Rajawali Pers, Depok,
2019, him. 206
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terjebak pada rigiditas pendekatan normatif semata, melainkan juga terbuka

terhadap pemanfaatan pendekatan-pendekatan interdisipliner, terutama pendekatan

ekonomi, guna menjawab tantangan kejahatan finansial yang terus berkembang.
Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan

dipertegas
77/PUU-

Konstitusi

dengan Pasal 69 UU Nomor 8 ang Pencegahan dan Pemberantasan
Pencucian Uang. Selain itu, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Pencucian Uang juga menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian

Uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal tersebut juga tertuang

sangat tegas dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah
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Konstitusi Nomor 77/PUU-X11/2014, yaitu: “Bahwa yang dimaksud dengan “tidak
wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam pasal terkait, yaitu tidak wajib dibuktikan
dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.>?

Dalam praktik penegakkan hukumnya, tidak selalu terjadi tindak pidana

pencucian uang mengacu pada tindak pidana asal yang terdapat dalam satu

dana (yang

bun berasal
bila hakim

dari tindak

upaya menyembunyikan ata asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,

pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang

2 Junaidi Muhammad, Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money

Laundering) dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate crime). USU Law
Journal. 2018, Hlm. 147.
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diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana setelah harta
kekayaan itu diterima oleh terdakwa.

Salah satunya contohnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak
Nomor: 810/Pid. B/2014/PN.Ptk, tanggal 28 April 2015, juncto Putusan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 55/2015/PT. Ptk; tanggal 24 Juni

2015, dan junto Putws ahk 72342.K/Pid.Sus/2015. Putusan

Pengadilan IUNJXn Mok U1, : Ptictanggal 28 April

4. Menetapkan agar Terdakv itahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
a. Rekening Koran Bank Mandiri Rekening Nomor 146-00-5615057-1

atas nama MASHUR,SP;
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b. Rekening Koran Bank Central Asia Rekening Nomor 0291532305 atas
nama MASHUR,SP;

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tersangka MASHUR,SP alias SYUR
tertanggal 31 Agustus 2014;

d. Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5/2015/PT.

Menolak permohona ohon Kasasi: Terdakwa Mashur SP;
2. Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dari putusan di atas, dapat tergambar bahwa untuk memulai pemeriksaan

tindak pidana pencucian uang di sidang pengadilan tidak perlu dibuktikan lebih
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dahulu tindak pidana asalnya (predicate crime). Lebih lanjut, untuk membuktikan
adanya tindak pidana asal (predicate crime), hakim tidak perlu membuktikan secara
detail unsur per unsur dari pasal tindak pidana asal (predicate crime), tetapi cukup
apabila hakim menyebutkan kualifikasi dari tindak pidana asal (predicate crime)

dimaksud.

Penyidikan  yang

mengenyamping pidana.asalpadati ncucian yang, penulis
akan| e ak | Pidana Asal
g (Money

Launderir i ¢ i : ’ kan tindak

Tulis ande pert indak pidana asal

pada k¢ ang, i ~dapat| dicegah dan

ang akan di

diteliti KEDJAJAAN
N -
1 mﬂ Do k. penyidit terhadap Tindak

ertai perbarengan tindak pidana asal?
2. Bagaimana penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang
dikaitkan dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 setelah

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XI11/2014?
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3. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh Penyidik dalam menerapkan
Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya optimal

dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

TN A

kejahatan
pasal 69

a Putusan

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang telah dikemukakan
sebelumnya, penelitian disertasi ini memiliki beberapa kontribusi yang diharapkan,
baik dalam ranah teoritis maupun praktis;

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
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terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum
pidana dan hukum acara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk
memperkaya khasanah pemikiran terkait dengan penerapan konsep
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai

bentuk kejahatan kerah putih (white collar crime). Di samping itu, hasil

kaitan erat

masyarakat. Disamp a praktis hasil penelitian ini diharapkan
berguna bagi pengambil kebijakan untuk secara bersama-sama dengan
institusi penegak hukum melakukan langkah-langkah yang diperlukan
untuk menutup lubang bagi tumbuh dan berkembangkannya tindak

pidana pencucian uang dalam masyarakat.
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E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan penelusuran awal terhadap berbagai karya ilmiah setingkat

disertasi, hingga saat ini belum ditemukan adanya penelitian yang secara khusus
dan mendalam mengkaji permasalahan penyampingan tindak pidana asal (predicate
crimes) dalam konteks Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang (money

laundering) di Indonesia. Fok iterbilang orisinal karena menawarkan

pend etika terjadi

ketid kejahatan
turu

beberapa

dise gkup yang
berds

ran Tindak

sun dalam

Mada pada

efektivitas

asar modal

disebabkan

ir opdal yang belum

sitas modus operandi kejahatan
pasar modal; dan kedua, renday kapasitas serta koordinasi antar lembaga
penegak hukum dan pengawas pasar modal. Disertasinya juga menekankan
bahwa volume transaksi harian di pasar modal yang sangat besar—yang
mencapai triliunan rupiah—dan bentuk transaksi yang sederhana justru

menciptakan kerentanan tinggi terhadap praktik pencucian uang. Hutajulu
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menilai bahwa belum adanya mekanisme perampasan kekayaan hasil
kejahatan secara efektif merupakan kelemahan mendasar dari sistem hukum
yang ada. [a juga merekomendasikan agar upaya pemberantasan pencucian
uang, khususnya di sektor pasar modal, dikoordinasikan langsung oleh

Presiden untuk menyinergikan seluruh aktor yang berwenang. Adapun

septual dan

Pencucian
>ascasarjana
asus transfer

aannya. Dengan
demikian maka dapat-d wa-pengaturan aktivitas transfer dana ini
menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan dalam rangka menjamin
terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.

Hal tersebut terkait pula dengan adanya kebutuhan untuk menciptakan suatu

aturan hukum yang dapat dijadikan landasan hukum bagi masyarakat di
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dalam melaksanakan kegiatan transfer dana elektronik. Pada dasarnya
kebijakan formulasi transfer dana elektronik dilaksanakan sebagai bagian
dari kebijakan hukum pidana yang didalamnya terkandung kriminalisasi.
Kriminalisasi di dalam hukum pidana yang memfokuskan pada dua hal,

yaitu masalah perumusan bentuk-bentuk tindak pidana dan jenis-jenis

bagai sarana

disertasi ini

elektronik, maka diperlukan indikator-indikator apakah suatu perbuatan
tersebut dapat dimaksudkan sebagai tindak pidana pencucian uang ataukah
tidak. Mengenai jenis sanksi pidana yang relevan dijatuhkan adalah berupa

jenis sanksi pidana penjara, denda, ganti kerugian, dan administratif. Terkait
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dengan tindak pidana pencucian uang, maka jenis sanksi yang dapat dipilih
adalah adanya asset recovery (baik yang berupa criminal confiscation
ataukah civil forfeiture) dan juga mediasi penal. Stelsel pemidanaan yang
tepat adalah dengan perumusan stelsel alternatif-kumulatif dengan tetap

disesuaikan pada jenis kejahatan yang melingkupi pelanggaran transfer

yimpangan

1ggulangan

rmulasi di

perampasan aset tra yang mencurigakan dari hasil
kejahatan pencucian uang yang terlihat dari faktor-faktor perundang-
undangan. Di mulai dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Perma Nomor
1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengambil judul

“Penyampingan Tindak Pidana Asal (Predicate crimes) dalam Penyidikan

pola pikir yang dapat diuji Validitasna rdasarkan prosedur ilmiah, baik dengan
menggunakan teori yang sudah ada maupun mengembangkan teori baru.

Hamid S. Attamimi menegaskan bahwa teori adalah kumpulan pemahaman,
prinsip, dan dasar yang saling terkait, yang memudahkan pemahaman terhadap

objek kajian. Oleh karena itu, teori merupakan unsur vital dalam penelitian ilmiah,
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termasuk penulisan disertasi. Tanpa landasan teori, suatu karya ilmiah tidak
memenuhi standar keilmuan. Teori tidak hanya menjadi titik awal penelitian, tetapi
juga menentukan arah dan hasil yang ingin dicapai, sehingga memberikan fondasi
normatif dan epistemologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Secara konseptual, asas hukum dan tujuan hukum ibarat dua sisi mata uang

BiSiEPZREEMH 1 9 . -._ kedua., SEmIoal nrans 1P KC naran yal’lg

isikan asas

nilai-nilai

alisasi dan

1 asas hukum
Yeblit asas hukum
sebagai "jantung" dari aturan sas merupakan landasan fundamental
(ratio legis) bagi lahirnya peraturan hukum. Fungsi utama asas hukum adalah untuk

memperoleh pengetahuan mengenai fenomena hukum, merumuskan hipotesis,

menggambarkan aspek hukum secara menyeluruh, serta mengorganisasi hubungan

3 Notohamidjojo, Soal-Soal Filsafat Hukum, Gramedia, Jakarta, 1975, him. 49.
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antara fenomena hukum satu dengan yang lain. Dengan demikian, asas hukum
menjadi sistematika yang mengatur kaidah-kaidah hukum dalam kodifikasi atau
peraturan perundang-undangan (law in books), yang pada gilirannya menjadi
norma yang menjadi pedoman perilaku manusia.

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini akan menggunakan beberapa

s hukum ini mencakup aturan'd yme tc arus dijalankan

oleh at penegak hukum fal;

kateg ent. Total
enfor am hukum
pidana akup seluruh
aspek tindak ptrdana giccment ini dianggap tidak

realistis karena penegak hukum dibatasi oleh aturan hukum acara pidana, misalnya

ketentuan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan

pemeriksaan pendahuluan.®*

3 Joseph Goldstein dalam Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit
UNDIP, Semarang, 1995, him. 40.
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Selanjutnya, full enforcement merupakan Penyidikan secara total yang
dikurangi oleh “area of no enforcement,” yaitu ruang lingkup di mana hukum tidak
bisa atau tidak diterapkan secara penuh. Pada tahap ini, penegak hukum diharapkan
untuk menegakkan hukum secara optimal sesuai batasan yang ada. Sedangkan

actual enforcement merupakan implementasi nyata dari Penyidikan yang terjadi di

keter _ A Ranusia n lain-lain.
Ket ': K um harus

men i i (di 1 12 1gga actual

.pentingnya
mempe [ galg tu: struktur,
substarisi < 4 i menjadi-dasar bagi kinerja
sistem peradilan pidana yidikan. Evaluasi terhadap ketiga

komponen tersebut penting dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam

mencapai tujuan hukum, yakni menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan

3 1bid.

36 Harkristuti Harkrisnowo, “Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai
Supremasi Hukum yang Berkeadilan”, Artikel pada Jurnal Keadilan Vol. 3, Nomor 6 Tahun
2003/2004.
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kesejahteraan masyarakat. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi
optimal, maka hal itu dapat mengganggu fungsi komponen lainnya dan berpotensi
menimbulkan ketidakseimbangan atau kegagalan dalam Penyidikan.

Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum merupakan elemen-

elemen penting dalam Penyidikan. Jika salah satu elemen dari tiga komponen ini

au terjadi

ktor-faktor

nelibatkan interaksi antage : praktik

Jalah untuk
ecara adil,

kejahatan

gas melakukan penyelidikan dan

penyidikan kasus tindak pidana, kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan,

37
38

Soerjono Soekanto, Loc. cit.
Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif
Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Jakarta, 1996, hlm. 14.
¥ Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan
Penyidikan Dalam Batas-Batas Toleransi”, Makalah dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap
Universitas Indonesia, FHUI, Jakarta, 1993, him. 1.
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sedangkan pengadilan bertanggung jawab dalam memeriksa, mengadili, dan

menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Namun, fungsi pengadilan tidak sebatas itu

saja, melainkan memiliki peran yang lebih luas dalam menegakkan keadilan..
Sistem peradilan pidana merupakan arena interaksi antara aparat hukum

dan lingkungan sosialnya, di mana terjadi benturan kepentingan yang khas.*’ Itulah

sial. Pendekatan normatif 1x

Iministratif

ekanisme

horizontal.

Dilihat dari cakupa

40 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Kompas Media Nusantara,
Jakarta 2006, hlm. 212.

4 Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dilengkapi Dengan 4 Undang-
Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana, UlI Press, Yogyakarta 2011, hlm. 1.

a2 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta 2010, hlm. 6.
s 1bid.
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karena cakupan hukum acara pidana terbatas pada aspek substansinya saja.
Sementara itu, sistem meliputi juga selain substansi dan struktur juga budaya
hukum. Artinya, hukum dilihat tidak hanya pada yang diatur secara eksplisit dalam
buku (law in the books), tetapi juga bagaimana hukum itu dilaksanakan (law in

actions).** Dalam bahasa Jimly Asshiddigie pernah mengingatkan bahwa proses

n, petugas

un di luar

" Ino s1int ada enegakkan dan

cian uang

gan tindak

memberikan respons yang tepat terhadap fenomena kejahatan tersebut.

a4 Luhut M.P Pangaribuan, Lay Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.
46.

45 Ibid.

4 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan
Penuntutan, cet. ke-9, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 90.

44



b. Teori Politik Hukum Pidana

Di satu sisi, konsep kebijakan perlu dipahami sebagai wisdom atau
kebijaksanaan. Di sisi lain, kebijakan juga harus dianalisis dalam kerangka politik,
sehingga produk hukum yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai kebijaksanaan

yang substansial. Dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip-prinsip

recht atau
kum yang
i kebijakan

diskursus

pencapaiannya.*’
Menurut Barda Nawawi Arief, istilah policy dan politik tidak dapat
dipisahkan dan bahkan disamakan dalam konteks politiek recht, atau kebijakan

hukum, terutama dalam penyusunan kebijakan hukum pidana (criminal policy). Hal

47 M. Solly Lubis, Kebijakan Publik, Ekacipta Publisher, Medan, 2007, him. 4.
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serupa dikemukakan oleh Syaiful Bakhri, yang menyatakan bahwa baik policy
maupun politik merupakan perwujudan dari politik hukum, yakni upaya sistematis
untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang adaptif terhadap dinamika
sosial-kemasyarakatan. Dalam pandangan Sudarto, politik hukum adalah suatu

kebijakan negara yang dijalankan oleh lembaga-lembaga berwenang untuk

pencapaian
kan istilah
n beleid,
lam tulisan
nik dengan
berbagai

strafrechts

suatu negara,
di mana cakupan politik pas-daripada sekadar politik kriminal.

Criminal policy merujuk pada kebijakan negara dalam mengatasi tindak

kriminalitas, yang melibatkan koordinasi antara lembaga-lembaga eksekutif dan

48 Barda Nawawi Arief dan Muladi, Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana:

Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cetakan Keempat, Prenadamedia Group, Jakarta,
2014, hlm. 22.
4 Barda Narwawi Arief. Bunga Rampai: Kebijakan ...., Op.Cit., him. 26.
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legislatif untuk merumuskan strategi yang tepat. Dalam konteks ini, kejahatan
bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai fenomena sosial
yang perlu didekati melalui pendekatan strategis dan politis oleh lembaga

berwenang agar tidak menjadi polemik publik yang destruktif.

Teori kebijakan kriminal mengk -langkah sistematis dalam
menanggulangi ki : aan hukum pidana
(pena kebijakan
di lvarmorma-n clekta
Huk tiga
peng
g menjadi
penegak
dari polisi,
islasi dan
bertujuan
t penegak
huku um kebijakan
krimin rmasuk dalam

kejahatan seperti korupsi, Indonesia harus mengadopsi pendekatan yang holistik,
sistemik, dan terintegrasi, yang melibatkan semua elemen lapisan sosial,

menggunakan sarana hukum di luar dari norma- norma hukum pidana termasuk

50 Ibid.
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masyarakat, serta menggunakan sarana di luar norma hukum pidana formal.
Beberapa ahli hukum bahkan mengkategorikan kebijakan kriminal sebagai

bagian dari kebijakan sosial (social policy), sebab akar dari kejahatan sering kali

berasal dari persoalan sosial. G. Peter Hoefnagels menjelaskan bahwa criminal

policy is the rational organization of the social reaction to crime, atau kebijakan

kriminal adalah p al terhadap kejahatan.!
Dala onal yang
bers yencegahan
kejak is. Hal ini
meng inal yang
kem

kriminal
me 1 kejahatan
haru asyarakat
terha onteks ini,

hakikatnya merupakan bagia policy yang bertujuan mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan penanggulangan kejahatan

st G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of
Crime, 1969, di dalam Marthinus Mambaya, Peradilan Sesat Perspektif Hukum dan Etika, Genta
Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 117.

52 Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal
Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, 2008, hlm. 17.
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merupakan strategi menyeluruh dan integral, yang berfungsi sebagai perlindungan
sosial (social defence) sekaligus upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial
(social welfare). Dengan demikian, tujuan utama dari kebijakan kriminal atau
criminal policy adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan negara,

guna mencapai kesejahteraan bersama.>

13

o,

Dengan demikian, kebija um-pidana dapat disebut juga sebagai

politik hukum pidana, atau dalam bahasa asing dikenal sebagai penal policy,

criminal law policy, maupun strafrechtspolitiek”.

3 1bid.

4 Sudarto, Hukum dan Hukum, Op.cit., hlm. 159.

3 Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat,Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.
36 1bid.
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Ketika membahas politik hukum pidana, maka pembahasannya secara
otomatis akan menyentuh isu-isu yang berkaitan dengan politik hukum dan politik
kriminal. Politik hukum terdiri dari dua elemen utama: politik dan hukum. Mahfud
MD, sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul H. B., menyatakan

bahwa hukum merupakan dependent variable atau variabel yang dipengaruhi oleh

me aruht. n_asumsikbeiscl ' rupska itik hukum
sebagai ke merintah secara
nasional. 3 cara : i . melalui
kon asi ( i N 1 um. Oleh
karena it i | chay al normatif
yang bersifat i i S€ akfiknya sangat

mun, 1 pols i am penyusunan

ua dimensi
utam

ideal dan

aldn-0leh lembaga-
lembaga yang berw muskan norma-norma hukum yang

dianggap mampu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam

masyarakat sekaligus mewujudkan tujuan bersama yang dicita-citakan.>

57 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op.Cit., hlm 12.
58 1bid.
5 Barda Nawawi Arief, Kebijakan, Op.cit., hlm. 4.
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Penerapan politik hukum pidana pada dasarnya adalah proses seleksi
terhadap pilihan-pilihan legislatif guna menghasilkan sistem hukum pidana yang
paling efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan zaman, baik untuk masa kini
maupun masa mendatang.® Pandangan Sudarto ini sejalan dengan pendapat Marc

Ancel, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa

Iprakt ngkatlankua 11as perumusan oon ma-hukum positif_
ang, tetapi

pelaksana

hukum yang menjelaskan serta menerapkan norma hukum positif dalam merespons
kejahatan; dan penal policy, yang merupakan disiplin ilmu sekaligus seni yang

bertujuan merumuskan norma secara optimal serta memberikan panduan kepada

60 Ibid.
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legislatif, yudikatif, maupun lembaga pemasyarakatan dalam menegakkan hukum

pidana secara efektif. Pendapat Marc Ancel mengenai hal tersebut sebagai berikut:

“...Modern criminal science has in fact three essential components:
criminology, which studies the phenomenon of crime in all its aspects; criminal
law, which is the explanation and application of the positive rules whereby
society reacts against the phenomenon of crime, finally,penal policy, both a
science and an art, of which the practical purposes,ultimately, are to enable

the positive rules-to=be etterfgsrjlate and=te-guide not only the legislator
1C

7 W’W -ﬂ they are applied and
IStPal W 0 /

e court’s

dak dapat

mendasari

oleh Muladi sebagai "the rational organization of the control of crime by

o1 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cetakan Kedua,
Penerbit Alumni, Bandung, 1998, him. vi.

62 Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen
Penyidikan Pidana Internasional. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009. hlm. 12.
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"3 erta oleh G. Peter Hoefnagels yang menyebutnya sebagai "the

society
rational organization of the social reactions to crime”. Hoefnagels
bahkan merumuskan beberapa pendekatan terhadap politik kriminal

seperti: "the science of responses”, "the science of crime prevention”, "a

policy of designating human behavior as crime", dan "a rational total of

dilihat dari

matis untuk

1 pertanyaan
, dan jika ya,

bagian mana yang perlu diperba

63 Ibid.

64 Romli Atmasasmita dalam Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum
Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 26.

65 1bid.

66 Ibid.

67 Adi Ashari, “Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penyitaan dan Perampasan Aset
Korupsi”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 1, edisi Maret 2007.
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Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa upaya pembaruan hukum pidana
atau penal reform termasuk dalam ranah penal policy dan secara integral terkait
dengan law enforcement policy, criminal policy, dan social policy. Dengan
demikian, pembaruan hukum pidana merupakan:

a. Bagian dari strategi rasional untuk menyempurnakan substansi hukum

logi dasar,
ltural yang

kebijakan

asi apabila

nilai n kolonial
(sepe pembaruan ini
harus donesia yang
bersumber dari kebijakan sostal; i mal, dan kebijakan Penyidikan di

tingkat nasional. %’

Barda Nawawi Arief menekankan bahwa pembaruan hukum pidana harus

o8 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian

Perbandingan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, him. 3.
0 1bid.
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dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented
approach) dan pendekatan yang berfokus pada kebijakan (policy-oriented
approach). Hal ini dikarenakan pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari
keseluruhan kebijakan hukum, khususnya dalam ranah politik hukum pidana

(criminal law, penal policy, atau strafrechts politiek), serta beririsan dengan

Sedangkan

ical, socio-

pidana yang ingin dibangun.
Dalam konteks Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), politik hukum

pidana memiliki peran strategis sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan

7 Ibid.

n Ibid.

7 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi,
Dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm. 17.
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Penyidikan yang tidak hanya menyasar tindak pidananya secara langsung, tetapi
juga harus mencakup tindak pidana asal yang melandasinya. Oleh karena itu,
sebagai bagian dari kebijakan hukum secara keseluruhan, regulasi pidana terkait
TPPU perlu dikaji ulang dan diperbaharui mengingat masih terdapat kekosongan

atau celah hukum yang dapat menghambat efektivitas penanggulangan kejahatan

m, seperti

atas dasar
a. Dalam

) imbuhan

hukum akibat suatu tindaka ntmbulkan kerugian atau pelanggaran
terhadap  kepentingan  hukum pihak lain. Dalam pengertian ini,

“pertanggungjawaban” mengandung unsur penerimaan terhadap segala bentuk

7 Ibid.
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konsekuensi yuridis yang timbul sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan, baik
secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut pendapat Atmadja, setelah melalui pengkajian yang mendalam
terhadap teori-teori pertanggungjawaban, disimpulkan bahwa pertanggungjawaban

adalah suatu bentuk kebebasan dalam bertindak yang disertai dengan kewajiban

melaksans i 3 ayak dan sesuai

enjadi dua

dime

2. Dimensi Eksternal, ya anggungjawaban kepada pihak ketiga
atau masyarakat luas, khususnya apabila tindakan seseorang telah

menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Dalam konteks ini,

pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan

4 Sutarto, Encyclopedia Administrasi, MCMLXXVII, Jakarta, 2003, hlm. 291.
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compensation atau dikenai sanksi atas dasar tindakan yang menimbulkan

akibat hukum terhadap pihak luar.”

Berbagai definisi di atas menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban
memiliki cakupan yang luas, bergantung pada konteks keilmuan maupun kerangka

normatif yang digunakan. Oleh karena itu, tidak mudah menetapkan satu definisi

liner yang

kehidupan,

demikian,

mber dari

bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi sanksi pidana apabila terdapat niat atau

kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

75 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap

Pidato Newaksara, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 42
76 Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh
Drs. Mohammad Radjab, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982, him. 90
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Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana baru dapat dikenakan apabila

terbukti bahwa pelaku bertindak dengan niat jahat atau kelalaian yang serius.”’
Dalam literatur asing, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah

toerekenbaarheid, criminal responsibility, atau criminal liability. Dalam konteks

ini, pertanggungjawaban pidana merujuk pada penentuan apakah seseorang secara

hukum dapat dimints QeEt 1 Aaﬂﬁ atu..perbuatan pidana yang
i mnya.’® [um oK LIHR taly, Pasal enyatakan

kesalahan.
yaitu geen

stra I menjadi asas

apabila ¥ . ICCHa akukan. Oleh
karena itu, P& 1k 3 e i eia syarat utama:
1. Adanya perbuatan me

msur objektif), yang berarti perbuatan

tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, dan

7 1bid.

78 S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya, Cet. IV, Alumni,
Jakarta, 1996, hlm. 245.

7 Djoko Prakoso, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Pertama, Liberty,
Yogyakarta, 1987, hlm. 75.
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2. Adanya unsur kesalahan pada pelaku, dalam bentuk dolus (kesengajaan)
maupun culpa (kealpaan), schingga perbuatan tersebut dapat

dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada pelakunya (unsur subjektif).

Kemampuan untuk bertanggung jawab dalam konteks hukum pidana juga

sangat dipengaruhi-elc isi | pSIKI ntal™dari.pelaku. Hanya individu

den kondis UN/L! _ mal ang-—dianggap mampu

yang cb g g jawab

(toereken: 1 o dala ukan kesalahan

(RKUHP),

terda emis vidana dan

ruang 1 1 pi o ’ lama yang
me 12 bagian dari
unsur TS G an. : am Undang-
Undan scCara, stfuktural memisahkan
pembahasan tindak pidana pada na dan pertanggungjawaban pidana

pada bagian kedua.

80 1 Gusti Bagus Sutrisna, Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan
terhadap pasal 44 KUHP), dalam Andi Hamzah (ed.), Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara
Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 78
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Meskipun sebagian besar pakar hukum pidana Indonesia masih berpegang
pada pandangan monistis yang menyatukan tindak pidana dan pertanggungjawaban
pidana dalam satu kesatuan, namun pendekatan dualistis yang diusung RKUHP
mencerminkan arah baru dalam perkembangan sistem hukum pidana nasional.

Pendekatan ini membuka peluang untuk mengkaji lebih mendalam teori delik dari

akibatny pidana, se subjektif

ban pidana
unsut: Wb an dualistis

hanya berkaitan dengan perbua 1 sendiri, sehingga suatu perbuatan
hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi kriteria

objektif tertentu. Sebaliknya, aspek subjektif seperti kesalahan atau niat jahat tidak

termasuk dalam struktur perbuatan pidana, melainkan menjadi bagian dari

81 Roeslan Saleh, Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana,

Aksara Baru, Jakarta, 1985, him. 13.
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pertanggungjawaban pidana yang melekat pada pelaku melalui bentuk celaan yang
bersifat objektif. Oleh karena itu, sanksi pidana baru dapat dijatuhkan setelah
terbukti bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan
82

memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut

Oleh karena itu, perbuatan pidana tidak secara otomatis menyebabkan

dalam menegakkan keadila as kejahatan dapat tercapai secara

efektif dan menyeluruh.
82 1bid.
8 1bid.
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2. Kerangka Konseptual

Perwujudan dari kerangka konseptual ini diarahkan pada pendalaman kajian
dan analisis yang komprehensif terkait bagaimana pola pemberian pidana terhadap
pelaku dalam sistem hukum tindak pidana money laundering di Indonesia dipahami

dan diterapkan:

a. Penyampingar

o Republik
sa disebut
ahun 2021
wewenang

al tersebut,

bangsa, dan/atau masyarakat u
Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, Jaksa Agung yang menjamin
pelaksanaan asas oportunitas akan memberikan surat keputusan/penetapan.

Selanjutnya, dengan tujuan kepentingan umum, salinan dari surat tersebut akan
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diberikan kepada yang dikesampingkan perkaranya. Surat tersebut pula yang
menjadi alat bukti di peradilan bagi yang bersangkutan.
b. Pemidanaan

Sentencing atau pemidanaan merupakan tahapan dalam sistem hukum

pidana yang berkenaan dengan penjatuhan sanksi kepada individu yang telah

rujuk pada

tind . ut.3* Mengutip pendapat'Bdrda Nawawi
memenuhi
baik (good
nd certain

konsisten

am aturan

pidana Ay henjuk nCT t, meskipun

Namun demikian, dalam ranah p a,~-sanksi biasanya dimaknai sebagai

penderitaan yang secara sadar dijatuhkan kepada pelaku yang telah memenuhi

84 Edward Omar Sharif Hiariej, Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan

Korupsi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
pada tanggal 30 Januari 2012 di Yogyakarta, him. 3.

85 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan
Pidana Penjara,Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, hlm. 50.
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unsur-unsur perbuatan pidana sesuai dengan kualifikasi tertentu. Dengan kata lain,
pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara melalui proses
hukum terhadap subjek yang terbukti melanggar hukum..%

c. Penyidikan

Law enforcement atau Penyidikan merupakan suatu proses yang bertujuan

pencrapan

lana, yang

im yang telah
in potentie).
" Penyidikan sebagai sebuah proses
yang bertujuan untuk mengaktualisasikan kehendak hukum ke dalam realitas sosial.

Yang dimaksud sebagai kehendak hukum di sini adalah ide dan tujuan yang digagas

8 Soedarto, Hukum Pidana I, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, hlm. 9.
87 Shant Dellyana, Konsep Penyidikan, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.
88 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, him. 111.
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oleh legislator (pembentuk undang-undang), yang kemudian dituangkan dalam
bentuk aturan-aturan hukum positif.®
d. Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam konteks disertasi ini, tindak pidana pencucian uang (money

laundering) dipahami sebagai serangkaian tindakan yang mencakup aktivitas

menempatkan, 1 s WAaskn N-ﬁ avhbukukan,

mentransfer,

dalar ang % g Pencegahan
dan P¢ : i a Pe ; menyatakan bahwa
pencuef : = sur tindak
pidai

proses di
mana f3 aar abul an dana yang
berasal“de g i pong hasilar yarig sah (Money

laundering is the process by w als the existence of its illegal sources,
or the illegal application of income and disguises that income to make it appear

legitimate). Dengan kata lain, pencucian uang merupakan proses transformasi dari

uang hasil kejahatan (dirty money) menjadi tampak legal (legitimate money) guna

8 Satjipto Rahardjo, Masalah Penyidikan: Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan

Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1993, hlm. 24.
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menghindari deteksi hukum dan memfasilitasi reintegrasi dana tersebut ke dalam
sistem ekonomi formal.”

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini merupakan pendekatan yuridis

normatif, yaitu pendelkat

'l

dak pidana
terhadap
tersebut

KEDJAJAAN

-

Dengan pendekatan yur , metode pengumpulan data yang
diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research). Penelitian

ini berfokus pada penelaahan terhadap norma dan kaidah dalam dokumen-dokumen

%0 Bismar Nasution, Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia, Book Terrace &

Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2005, him. 18.
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hukum sebagai sumber utama informasi hukum. Bahan hukum yang dikaji meliputi
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagai berikut:”!
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki

kekuatan mengikat langsung, berupa ketentuan hukum positif yang

Kehakiman;

f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.; dan

ot Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta: 2005, hlm. 12.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan
penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer.
Bahan ini meliputi hasil penelitian sebelumnya, pendapat para ahli

hukum, teori-teori hukum yang berkembang, rancangan undang-

g dalam
sekunder.
areferensi

lan konsep
3.

an hukum
yang kritis dan
siste tersier.
Tujue at dalam
meng Metode ini
memurig et nenias i fanig-berbasis pada
kerangka hukum yang berlakus akademik yang telah dikembangkan
sebelumnya.
4. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam rangka menjawab rumusan masalah serta menganalisis data hukum

yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan metode analisis secara kualitatif.
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Artinya, analisis dilakukan dengan menafsirkan data dalam bentuk narasi atau
uraian verbal, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Penyajian hasil dilakukan
melalui penjabaran secara sistematis, logis, dan argumentatif berdasarkan temuan
yangada.

Teknik penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode induktif,

an terhadap hal-hal yang

5}

.
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BABII
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
YANG TIDAK DISERTAI PERBARENGAN TINDAK PIDANA ASAL

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan yang
memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana asal (predicate crime). Berdasarkan

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pembera : indak_pidana yang
menghtisilkan Haste~t Fttiadak pidagh/asal, yang

men i i o i . Ol¢h karena itu,

Undang idak \diwajibkan

ik berganda
dan berks AP o ' a. bild fidak-dda* delik lainnya
sebagai asal terjadinya delik: Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

memberikan pengertian Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi

92 Ramelan, Reda Mantovani, dan Paulie David, Panduan Untuk Jaksa Penuntut Umum
Indonesia dalam Penanganan Harta Perolehan Hasil Kejahatan, (Jakarta: Indonesia-Australia
Legal Development Facility), 2008, him 114, dalam : Paku Utama, Memahami Asset Recovery &
Gatekeeper, (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable), 2013, hlm 102.
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unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Lebih lanjut Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu “Setiap
Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah

bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain harta

ST Nar

kegiatan
, maka hal
cian uang

m transaksi

AKEDJAJAAN
e TPPL

a [

Regulasi utama yang PU d1 Indonesia adalah Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010, yang memberikan kerangka kerja bagi aparat

penegak hukum dalam menindak kasus pencucian uang. Pasal 69 UU ini

% Tb. Irman S, Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering), Bandung: MQS
Publishing & Ayyccs Group, 2006, hlm. 41
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mengatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan
terhadap TPPU dapat dilakukan tanpa perlu membuktikan predicate crime
terlebih dahulu.

Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan instrumen

SCCara Kk : i ' *RERLY: stikanrbahwia aset yang
eh pelaku

1 menindak

yang berkaitan dengan pencucian uang.

Selain itu, UU TPPU juga menekankan pentingnya kerja sama

antara lembaga penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka

73



mencegah tindak pidana ini melalui mekanisme supervisi dan
pertukaran informasi.

b. Penyidikan dalam Kasus TPPU
Penyidikan dalam kasus TPPU di Indonesia didasarkan pada prinsip

bahwa tindak pidana pencucian uang dapat ditindak tanpa harus

bahwa aset
al. Dalam
Jukan bukti

thkan vonis

Salah satu aspel alam penerapan UU TPPU adalah
pemulihan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Pasal 67 UU
TPPU memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan

perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, bahkan

sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
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Selain itu, mekanisme pembalikan beban pembuktian yang diatur
dalam Pasal 77 memungkinkan terdakwa untuk membuktikan
bahwa aset yang dimilikinya bukan hasil dari tindak pidana.

Dalam beberapa kasus, seperti yang terlihat dalam putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, pengadilan

kompleks.
Sebagai langkah ke depan, penerapan UU TPPU perlu diperkuat
melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kerja sama antar-
lembaga, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam

penelusuran aset hasil kejahatan. Dengan pendekatan yang lebih
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sistematis dan terintegrasi, diharapkan upaya pencegahan,
Penyidikan, dan pemulihan aset dalam kasus pencucian uang dapat
berjalan lebih efektif.

2. Proses Penyidikan dan Penuntutan

Dalam praktiknya, penyidikan terhadap TPPU dilakukan dengan

dalam KUHP dan merupaka perbuatan yang bersifat umum, dimana
sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum pidana materiil
dan KUHAP sebagai sumber hukum pidana formilnya, selain itu sistem peradilan

dalam penegakannya bersifat konvensional artinya polisi sebagai penyelidik dan

penyidik, jaksa selaku penuntut umum, dan hakimnya adalah hakim di lingkungan
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peradilan umum dan berlaku bagi seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh
seluruh warga negara umumnya, sedangkan tindak pidana khusus adalah suatu
tindak pidana yang diatur dalam suatu undang-undang tertentu/khusus, yang dalam
undang-undang tersebut dimuat selain hukum pidana materiel juga dimuat hukum

pidana formilnya (sistem beracaranya), dimana terdapat penyimpangan-

1 ketentuan

lidalamnya

Tindak Pidana Pencucia y.sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai

dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dapat diuraikan sebagai
berikut.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa:
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“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah

bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan

lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan

hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan

Perbuatan (Act
menempatkan;
mentransfer;
mengalihkan;

membayarkan;
menitipkan;

erbuatan (Actus Reus)

membelanjakan;

Membawa ke luar
negeri;
mengubah bentuk;
menukarkan dengan
mata uang atau surat
berharga;

Nomor 8

% Riono Budisantoso (PPATK) dan Yunus Husein (Mantan Ka PPATK), “Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pembuktian Terbalik”, diakses: 2 Mei 2022.
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Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa:
Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,
lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

ATEmESIEN
T

a paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam hal ini, Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dapat

% Riono Budisantoso (PPATK) dan Yunus Husein (Mantan Ka PPATK), “ Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pembuktian Terbalik”, , diakses: 2 Mei 2018.
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dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana mengatur
perbuatan yang secara aktif menyembunyikan dan menyamarkan harta perolehan
tindak pidana. Adapun tindakan aktif yang dimaksud menyangkut pada unsur
tindak pidana untuk: menyembunyikan, menyamarkan, menghibahkan,

membayarkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukar mata uang atau surat

berharga, dan memb=

UNIV

“dalam Pasal

Tindak pidana pencucian uang-sebs ana-diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 8

Tahun 2010 dapat digambarkan sebagai berikut; *®

% Riono Budisantoso (PPATK) dan Yunus Husein (Mantan Ka PPATK), “ Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pembuktian Terbalik”, diakses:
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Mens Rea

Diketahui,

Patut diduga dari hasil
tindak pidana

Subyek: Obyek:
orang Harta kekayaan
perseorangan;

bagaimana

arkan harta

menikmati, menyembunyikan, 1 markan asal-usul, peruntukan, pengalihan

hak-hak, dan atau kepemilikan. Oleh karena itu, setiap orang yang juga
menggunakan dan menikmati perolehan harta yang sebenarnya perolehan harta

tersebut diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana—
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)-dianggaap juga sama sebagai tindak
pidana pencucian uang.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa:

(1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam

Korporasi, pidana

dirat] ap.Kol 151 da 1 Penroend: Korporasi.
dijatuhkan terhadap Korporasi : lak pidana

pencucian uang:

(2) Selain pidana da seba ana dimaksud pada ayat (1), terhadap
Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pengumuman putusan hakim;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;

c. pencabutan izin usaha;
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d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau

f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

>mbayar pidana denda

lana denda

dirampas sebaga d pada ayat (1) tidak mencukupi,
pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil
Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah

dibayar.
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Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan,

pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana

0. 8 Tahun
2010 ng adalah
Perta n personil
peng ngalihkan,
me a ke luar
nege harga atau
perb diduganya
me asal 2 ayat
(D) 1 nempatan,
penti karan, atau
mengg P a dkgtahull a merupakan
hasil tifrd yat (1) UU No.

8 Tahun 2010. Keempat, bertujua unyikan atau menyamarkan asal usul,
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya

atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

84



tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat [1) UU No. 8
Tahun 2010. %’

Tindak pidana lain yang memiliki keterkaitan erat dengan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Money Laundering) sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 hingga

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

ijabarkan secara sistematis

_‘sal 11 dari Undang-Undang ini memuat ketentuan meng kewajiban

yleh dalam

pihak lain
I- cteral 1F ( kewajiban
informasi

alam hal di

maksimum selama empat (4)-ta nun-demikian, sebagaimana diatur dalam
ayat (3), pengecualian terhadap ketentuan tersebut diberikan kepada pejabat atau

pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim, sejauh pengungkapan

9 Tb. Irman S, Money Laundering Hukum Pembuktian TPPU dalam Penetapan
Tersangka, Gramedia Jakarta, 2017, hlm. 53.
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dokumen atau keterangan dilakukan untuk melaksanakan kewajiban hukum
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 menambahkan dimensi lebih lanjut mengenai kerahasiaan, dengan
fokus pada larangan untuk menyampaikan atau membocorkan informasi terkait

laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Financial Transactions).

sebut tidak

oawas dan

Terhadap pelanggaran-atas lan-ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (5)
mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dengan ancaman maksimal lima (5)
tahun, dan/atau pidana denda dengan jumlah maksimum sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini merupakan upaya hukum

untuk menjamin integritas sistem pelaporan dan menghindari potensi intervensi dari
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pihak yang tidak berwenang dalam proses pelaporan transaksi keuangan
mencurigakan.

Pasal 13 memberikan pengaturan tambahan mengenai konsekuensi hukum
apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban membayar pidana denda

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (5). Dalam situasi semacam ini,

Undang-Undang_menetz idapa da tersebut dapat diganti dengan

pidanar & ,UNJX i inal_sc empat (4)

asal 14 Undang ? m 2010 ericegahan dan

Pem

> Pencegahan
dan Pembet I g | monetapkain bahwa setiap
pejabat atau pegawai PPA an pelanggaran terhadap kewajiban
sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4) akan dikenakan sanksi pidana berupa

hukuman penjara maksimal selama dua (2) tahun dan denda dengan nilai tertinggi

sebesar lima ratus juta rupiah (Rp500.000.000,00). Pasal 16 Undang-Undang
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Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau

hakim, yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang

diperiksa, meta i fmaksud dalam Pasal 83 ayat

-~ ZUN!a O adedliic QLA a-peniarg paling lama

dak pidana

atur dalam

a “tindak
san Pasal 10
ana lain yang
atdr dalam Pasal

11 sampai dengan Pasal 16 Unda ng Nomor 8 Tahun 2010.
Tindak pidana pencucian uang menurut ketentuan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang diklasifikasikan menjadi tiga bentuk tindak pidana

yang berbeda. Pertama, adalah tindak pidana pencucian uang aktif, yang mencakup
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tindakan setiap individu yang melakukan penempatan, pemindahan, pengalihan,
pembelanjaan, pembayaran, pemberian hibah, penitipan, pengiriman ke luar negeri,
pengubahan bentuk, penukaran dengan uang atau surat berharga, maupun tindakan
lain yang terkait dengan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga

merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1),

Kekaygan-terse P . da ' or 8 Tahun

penitipan,
atau patut

2 ayat (1).

undang-

pencucian uang, yakni mercka
usul, sumber, lokasi, tujuan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya dari
Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Perbuatan tersebut juga dianggap

sebagai tindakan pencucian uang.
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Pelaku tindak pidana pencucian uang diartikan sebagai “setiap orang”,
yang dapat berupa individu perseorangan maupun korporasi, yaitu suatu entitas
yang terdiri dari kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, yang bisa
berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Definisi ini dapat ditemukan

dan dipertegas dalam beberapa ketentuan, termasuk Pasal I angka 9, serta Pasal 3,

4, 5, dan 10 dalam.

{ UNIV

ya pelaku
kekayaan
ayaan hasil

ankan baik

euangan non
il c; l«.-i-; ¢h perorangan
maupun korporasi melalui linta ata-(cross border) atau tanpa batas tertentu lagi.
Hal ini yang menyebabkan betapa sulitnya bagi negara untuk melakukan

pemberantasan terhadap hasil kejahatan pencucian uang ini secara optimal. Secara

%8 Da’l Bachtiar, Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Pencucian Uang,
Jakarta: Tidak ada penerbit, 2003, hlm. 1.
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umum ada beberapa alasan mengapa Money Laundering diperangi dan dinyatakan

sebagai tindak pidana, yaitu; *°

1) Pengaruh Money Laundering pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini

berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada

CTICHCE | L iy diyakini,
- s : i
akan lebih
dana yang

atau sudah

Beragam cara dile pidana pencucian uang agar uang
yang didapatkan secara tidak sah bisa dianggap seolah-olah sah dan tidak dapat

diketahui atau dilacak oleh aparat penegak hukum. Modus operasi pencucian uang

9 Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Books Terrace & Library, Jakarta:,

2007, hlm. 265.
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sangat beragam, mulai dari agen penyedia jasa keuangan, penyedia barang, dan/atau
jasa lain atau profesi.

PPATK mengimbau seluruh pihak agar tetap vigilant terhadap sepuluh
modus operandi pencucian uang yang diperkirakan akan terus persist dan muncul

di masa mendatang. Kesepuluh modus yang harus diwaspadai itu, yaitu: '

usaha kecil dengan uang tunai terbatas juga bisa disewa sebagai pemilik polis

asuransi dengan premi tinggi untuk menyembunyikan identitas asli pencuci uang.

100 Hukumonline.com, “Hati-Hati 10 Modus Operandi Pencucian Uang”, http://www.
hukumonline.com/berita/baca/hol16002/hatihati- 10-modus-operandi-pencucian-uang.  Diakses:
Jum’at, 26-4-2018.
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Kedelapan, transfer uang dari luar negeri juga patut dicurigai karena bisa saja uang
tersebut merupakan hasil kegiatan ilegal yang dilarikan ke luar negeri dan kemudian
dikembalikan. Kesembilan, pengembalian pajak yang cukup besar dan tidak sesuai
dengan profil perusahaan pembayar pajak juga dapat menjadi indikasi bahwa

pencucian uang sedang dilakukan. Strategi kesepuluh dan terakhir dikenal sebagai

sebenarmya-dibuy _‘
lahmoeddin H.A.S. sebagaimana yang dikutip olch®: ir Fuady

kemudian
patungan.

n kembali

jaminan pinjaman. diinvestasikan kembali di negara
tempat kejahatan dilakukan. Uang itu bersih karena semua tindakan ini.

3) Transfer ke luar Negeri

101 Munir Fuady, op.cit, hlm 155.
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Melalui cabang bank luar negeri di negara asal, uang hasil kejahatan
ditransfer ke luar negeri. Beberapa orang kemudian membawa uang
tersebut kembali ke Indonesia dengan berpura-pura bahwa uang
tersebut berasal dari luar negeri.

4) Usaha Tersamar di dalam Negeri

di atas. Misalnya;d ario ekspor-impor, faktur ganda akan
memungkinkan uang tersebut dianggap sebagai hasil dari transaksi

ekspor-impor.
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7) Pinjaman Luar Negeri
Keuntungan kriminal dihilangkan dari negara. Setelah itu, dana tersebut
dikembalikan dalam bentuk pinjaman luar negeri ke tempat asalnya

agar dana tersebut dianggap berasal dari pinjaman luar negeri (bantuan

dokumen-

1 keuangan

1aram yang

gnya untuk

al; (1) di bidang perasuransian; (j)
kepabean, (k) cukai; (1) perdagangan orang; (m) perdagangan senjata gelap; (n)
terorisme; (o) penculikan; (p) pencurian, (q) penggelapan; (r) penipuan, (s)
pemalsuan uang, (t) perjudian, (u) prostitusi, (v) di bidang perpajakan, (w) di bidang

kehutanan, (x) di bidang lingkungan hidup, (y) di bidang kelautan, atau (z) tindak
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pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,
yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara
Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana
menurut hukum Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

atau tidak

s dilakukan

1) dilakukan
sebut harus juga
merupakan tinda m Indonesia (asas kriminalitas
ganda - double criminality).

Dalam asas kriminalitas ganda tidak harus tindak pidana yang dilakukan

diluar wilayah Negara Kesatuan RI sama jenisnya dengan tindak pidana menurut

102 R, Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014, hlm 39-40.
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hukum Indonesia, misalnya jika tindak pidana yang dilakukan diluar Wilayah
Negara Kesatuan RI merupakan tindak pidana korupsi menurut Negara setempat,
menurut hukum Indonesia tidak harus merupakan juga tindak pidana korupsi, tetapi

sudah cukup jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, terlepas dari jenis

tindak pidana.

dianutnya

kerjasama

an conduct

of at least

010 tentang
g menyebutkan
bahwa yang dimaksud Harte

encakup seluruh assets, baik berupa

tangible maupun intangible properties, yang diperoleh secara direct maupun

103 Hasil wawancara dengan Bapak Fithriadi Muslim, Pegawai Tetap PPATK,
Jabatan:Pelaksana Tugas Direktur Hukum PPATK, pada tanggal 8 Juli 2014 di PPATK, Jakarta.
104 Ihid.
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indirect. Ini termasuk segala benda bergerak maupun immovable yang dimiliki
seseorang atau entitas.

Memperhatikan apa yang dimaksud dengan harta kekayaan sebagaimana
dimaksud Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dapat

Pasal 2 ayat (1) Undang-Unda Tahun 2003 menjadi tindak pidana
kelautan dan perikanan, sementara tindak pidana penyelundupan barang yang
semula terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003,
tidak terdapat lagi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tersebut.
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Tindak pidana penyelundupan barang masuk dalam lingkup tindak pidana
kepabean sebagai tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf (j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

bahan Atas

an bahwa:

manifes

d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam
pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan
dan/atau diizinkan;

e.  menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
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f.  mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban
pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat
atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan
pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya

pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

Setiap orang yang:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor

dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya
pungutan negara di bidang ekspor;

c¢. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor
pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);

d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala

dang-Undang
Nomor 8- J i indaky pidant asal” (predicate
crime), yang telah melibatkanata an uang atau aset (proceeds of crime)
yang jumlahnya sangat besar. Tindak pidana asal akan menjadi dasar apakah suatu
transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Menurut Barda

Nawawi Arief, predicate offence adalah delik-delik yang menjadi sumber asal dan

uang haram (dirty money) atau hasil kejahatan (criminal proceeds) yang kemudian
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dicuci. '% Dengan demikian, tindak pidana pencucian uang (Money Laundering),
adalah tindak pidana ikutan (underlying crime) dari tindak pidana asal (predicate
crime).

Tindak pidana pencucian uang disebut sebagai kejahatan yang bersifat

ganda dan lanjutan (follow up crime), karena tindak pidana pencucian uang

me ) : hbawa ke luar

kalau sebefumiiy QA /11e)s Némiin,dalam konteks
ini, menurut Undang-Undang 010, dengan diketahui atau patut

diduga saja bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana yang diperoleh

105 Barda Nawawi Arief, Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada), 2004, him 136.
106 Hasil wawancara dengan Bapak Fithriadi Muslim, op.cit.
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dari tindak pidana asal (predicate crime), sudah cukup untuk memenuhi rumusan
tindak pidana pencucian uang.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa tindak pidana pencucian
uang merupakan tindak pidana ikutan (underlying crime) dari suatu tindak pidana

asal (predicate crime), sehingga keberadaan tindak pidana pencucian uang tidak

ebut, akan
narkotika
transaksi
uang hasil
kemudian
cian uang.
ndak pidana

)-adalah menjadi

penyebab terjadinya tinda 1 uang dimaksud. Kalau tidak ada

tindak pidana peredaran narkotika (predicate crime) tersebut, tidak akan diperoleh

uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana (criminal proceeds). Kalau

07 Tb. Irman, Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta, (Bandung: MQS
Publishing), 2007, hlm 5.
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tidak ada diperoleh uang sebagai hasil tindak pidana, maka tidak ada pula uang yang
“dicuci” dalam transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang
legal. Kalau sudah demikian, maka tidak akan ada tindak pidana pencucian uang
dimaksud. Sehingga kedudukan tindak pidana asal (predicate crime) sangat penting

dan merupakan causa (sebab) yang adequaat untuk terjadinya akibat berupa tindak

meskipun
ak pidana
pidana asal
ng-undang
Indonesia,
ng berlaku

lah diubah

crime): 2 ey maka tindak
diduga saja bahwa sebelum ndak pidana asal (predicate crime)
yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian “dicuci”, maka tindak pidana

pencucian telah terbukti terjadi. Tindak pidana asal (predicate crime) tidak benar-

108 T Made Hendra, “Urgensi Predicate crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di
Indonesia “http://imadehendral961.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-
none.html, diakses: 8 Mei 2022.
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benar harus menjadi causa (sebab) terjadinya tindak pidana pencucian uang.
Predicate crime boleh ada atau boleh juga tidak ada, cukup patut diduga saja
keberadaannya. '

Tindak pidana asal (predicate crime) adalah merupakan syarat untuk

terjadinya suatu tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang pencegahan

dak_ i ' :
LY . ol b (Dreylicate-crime) ada, maka

h ketentuan alternatif pertama, yaitu “diketahuinya” harta Kékeyaan yang

)

dak pidana
1t penting)
pencucian
dak urgen!
ada, cukup
ndak pidana
emberantasan

altérnatif pilihan
untuk dapat dikatakan menja

atau causa dari suatu tindak pidana

pencucian uang. !

199 1bid.
10 7pid.
" Ibid.
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Namun, rumusan tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam
undang-undang tentang pencegahan dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia
yang sedemikian itu, kiranya dapat dipahami, sebab tindak pidana pencucian uang
adalah kejahatan transnasional yang melintasi batas-batas yurisdiksi suatu negara,

sehingga apabila tindak pidana asal (predicate crime)-nya dilakukan di luar wilayah

yurisdiksi negara Indetc aEﬁ(gllﬁrsl ' acucian uangnya dilakukan
i Ind ang A0 QLASH L GIow i

AeSTa 118

ng muncul
dalam hal
ci” adalah

 kemudian

terbukti itu ? Menurut hemat dra, putusan pengadilan yang menyatakan
telah terbukti tindak pidana pencucian uang dimaksud, dapat dibatalkan melalui
upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Logika hukumnya sebagai berikut:

apabila tindak pidana asal (predicate crime) tidak terbukti, maka tidak terbukti pula

Y2 1pid.
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atau tidak ada harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana yang
menjadi objek tindak pidana pencucian uang itu. Karena apabila dengan tidak
terbuktinya tindak pidana asal (predicate crime), maka tidak ada tindak pidana.
Oleh karena itu, harta kekayaan yang diperoleh dari padanya bukan merupakan

hasil tindak pidana, melainkan merupakan harta kekayaan yang sah sehingga dapat

TOana 16

but diatas,
)-nya yang
tan, dan

pidana asal

perubahan atas Undang-Unda ahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, yaitu dengan mengubah

pengertian maupun rumusan tindak pidana pencucian uang sebagaimana terdapat

113 Ibid.
114 Ibid.
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dalam Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 2010 itu, yaitu dengan
mengubah frasa : ... atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

(13

merupakan hasil tindak pidana ... dst.” menjadi : “... atas harta kekayaan yang
diketahuinya merupakan hasil tindak pidana ... dst.” Jadi, kata-kata “patut

diduganya” dihilangkan saja. Dengan demikian, rumusan tersebut akan lebih

menjamin adanya

- T At
uang tidak uﬂl! 0 ya.diigaai.c kanpadapengetahuan

asal 3 dan
liputi oleh
sebut juga
kesatuan
juan agar
a menjerat
etapi juga
ing. Adapun

al 5 UU TPPU

yaitu suatu kondisiyang nenuhi  setidak-tidaknya pengetahuan,
keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang

mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

115 T Made Hendra, ibid.
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Kriminalisasi pencucian uang serupa dengan tindak pidana penadahan
sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, dimana Jan Remmelink
mengatakan bahwa dalam tindak pidana penadahan harus dilakukan dengan

sengaja walaupun si pelaku tidak perlu mengetahui asal usul benda tersebut.

Fithriadi Muslim lebih jauh berpendapat:'!¢

herdirt st cda dengan pe i idana-asalnya. Hal ini
wa “untuk
disidang
dibuktikan

hal tindak

ate crime)

cakibatkan

lipraktikkan

[ beli barang dan
jasa. Sebagai contoh, real es tas-aset lainnya dapat dibeli dan dijual
kepada Co-Conspirator yang menyetujui untuk membeli atau menjual
dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan

tujuan untuk memperoleh fee atau account. Kelebihan harga dibayar dengan

116 1bid.
"7 Ibid.
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menggunakan uang illegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis.
Dengan cara ini setiap aset, barang atau jasa dapat diubah seolah menjadi
hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu

bank.

2) Metode Offshore Conversions dana illegal dialihkan ke wilayah yang

1an rahasia
sehingga

1 transaksi

1 pengelola

3) M 1 : i:[ M ‘ ui bisnis atau
sarana untuk memindahkan dan
memanfaatkan hasil kejahatan. Hasil kejahatan dikonversikan melalui
transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya, yang kemudian disimpan
di rekening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank

lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha
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atau bekerja sama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening
perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil
kejahatan yang dilakukan. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak
terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya

yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk

aQanat 1l

wilayah lain, hal itu harus dapse dengan cara melakukan transaksi-
transaksi komersial yang sah dengan begitu sulit untuk melakukan pencucian uang

dengan cara placement sebagai kedok untuk melakukan repatriasi hasil kejahatan
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tersebut dengan cara penerbitan faktur-faktur dengan mencantumkan harga yang
lebih rendah daripada harga yang sebenarnya.'!'®

Selain negara Amerika dan Eropa kegiatan pencucian uang juga marak di
Asia. Dalam laporannya, FATF yang dibuat pada tahun 1996 tentang tipologi-

tipologi pencucian uang mengemukakan bahwa keadaan pencucian uang di Asia

memiliki beberapa rapa faktor—sekalipun
tidak Pertama,
eko ekanisme
un d banking
yan tung pada
wila sistem itu,
me derground
ba ara anonim
un a FATF di
Asia I an dengan

dikemu

bulk cash smuggling of-curre trade-based Money Laundering through

the Colombian Black Market Peso Exchange System (BMPE), and the use

18 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan
Terorisme, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004, hlm. 72
9 Sutan Remy Sjahdeini, Ibid , hlm 70
Financial Action Task Force On Money Laundering, FATFE-VII Report on Money Laundering
Typologies, Annex 3. 28 June 1996, him. 5.
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on money service business such as wire remitters, casas de cambio, vendors
of money orders and traveler’s checks and check cashers.”
Ada beberapa tipologi pencucian yang yang telah diklasifikasikan oleh

Egmont Group, antara lain:

a. Penyembunyian ke dalam struktur bisnis (concealment within business

se of false
engurusan
bungannya

dokumen

yurisdiksi

issues) dengan
mengeksploitasi perbeda dan persyaratan yang berlaku antara
negara yang satu dengan negara yang lain, misalnya menyangkut rahasia

bank, persyaratan identifikasi, persyaratan transparansi (disclosure

requirements) dan pembatasan lalu lintas devisa (currency restriction).5
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e. Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama (use of anonymous
asset types) merupakan tipe paling sederhana seperti uang tunai, barang
konsumsi, perhiasan, logam mulia, sistem pembayaran elektronik

(electronic payment system) dan produk finansial (financial product).

bisnis non keuangan:WM : semakin menjadi ancaman bagi

pemberantasan TPPU karena lembaga ini tidak diatur secara ketat (not

heavily regulated).
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c. Dengan menggunakan fasilitator professional
Fasilitator ini memberikan jasa untuk membantu menyalurkan keuntungan
yang diperoleh dari kejahatan, mereka adalah solicitors, attorneys,
accountant financial advisor, notaries dan fiduciaries. Fasilitator tersebut

menawarkan kepada para pencuci uang anonimitas hal istimewa hubungan

melakukan

menjualnya

A ailai. Selain itu,
produk ini dapat dig mnan untuk memperoleh pinjaman
dari lembaga keuangan. Hanya saja dalam persentase yang signifikan,
produk asuransi dijual melalui lembaga intermediasi yang mana para

pialang menjadi satu-satunya penghubungan (personal contact) dengan

nasabah.
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g. Melalui industri sekuritas (perdagangan efek)
Industri ini menarik dan sering diinfiltrasi oleh pelaku pada tahap layering
karena sifat internasional, pasar sekuritas sangat likuid yang mana transaksi
dapat dibuat dan diselesaikan dalam waktu singkat, dan pialang sekuritas

beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif serta di beberapa

Secal v oa tahapan

pen

menyetorkan uang pa ngusaha jasa keuangan (PJK) sebagai
pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail, (c) menyelundupkan
uang tunai dari suatu negara ke negara lain (d) membiayai suatu usaha yang

seolah-olah sah atau terkait dengan wusaha yang sah berupa

121 Ibid.
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kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit /pembiayaan
dan (e) membeli barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan
pribadi, membelikan hadiah  yang nilainya mahal sebagai

penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan

melalui PJK.

aku kejahatan
enempatan

tersebut di

il suapnya

nya sendiri

b. Menyelundupka a hasil tindak pidana ke negara
lain
Pelaku kejahatan dapat juga melakukan penempatan dengan melakukan

pembawaan tunai melewati negara. Penerima suap tersebut, misalnya

bisa membawa harta hasil suapnya ke negara lain, kemudian ditukarkan
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dengan mata uang yang berbeda. Pembawaan tunai ini dapat dilakukan
dengan memperlakukannya sebagai barang-barang ekspedisi atau
dengan terlebih dahulu dikonversi ke dalam bentuk barang berharga
seperti emas atau perhiasan sehingga pembawaan hasil kejahatan ke

negara lain tersebut bisa dilakukan banyak cara, baik itu melalui

artahast! dak pidana

: mata uang
yang ketat.

- Melakukan

' ah dengan

dilakukan

lak pidana,

_‘ﬁt ea. Baik itu

emas, mobil mewah; tumah, atau bahkan barang berharga lain seperti

lukisan atau barang antik. Penerima suap tadi kemudian menerima uang
yang telah berubah menjadi barang tadi seolah-olah sebagai pemberian.

Sehingga asal-usul harta kekayaan menjadi lebih samar.
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d. Melakukan penempatan secara elektronik
Penempatan juga dilakukan dengan cara melakukan transfer secara
elektronik. Dengan dilakukan secara elektronik transfer uang dapat
dilakukan hanya dalam hitungan menit ke manapun, termasuk melintasi

berbagai negara. Kecepatan proses peralihan harta atau aset dan lintas

/ang secara

uar negeri.
pengiriman
1saksi atau
fisik.

idana dari

transaksi

(a) transfer dana dari sa “lain dan atau antar wilayah/negara,
(b) penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi
yang sah, dan (c) memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui

jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company. Layering atau

heavy soaping, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan
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hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara
memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa
kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat
disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument

Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan

Ician uang.

arkan, dan

idana dapat
pun yang ia
onik, ia dapat

Sard, dan berkali-
kali, melewati berbags ang ia kendalikan, rekanannya, atau
bahkan rekening dengan identitas palsu hingga sulit ditelusuri lagi asal
usulnya

b. Transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai (offshore banking)

Offshore banking menyediakan layanan pembukaan rekening koran
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untuk penduduk luar negeri. Dengan menempatkan dana pada suatu
bank, yang selanjutnya ditransfer ke rekening Offshore Banking, pelaku
tindak pidana dapat seolah-olah menjauhkan harta hasil tindak pidananya
dengan dirinya.(http://www.fatf-gafi.org/pages/fag/money Laundering/).

Offshore Banking cenderung memiliki jaringan bank yang luas sehingga

nnnnnn :-. 3 uang - j

“Transaksi menggunakan perusahaan boneka (shell corpora

olah merupakan transaksi pembelian

saham.

3) Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak
sah, baik untuk dinikmati langsung, di investasikan ke dalam berbagai

bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk
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membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali
kegiatan tindak pidana. Integration adakalanya disebut spin dry dimana
uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan
bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang

telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan

NCTLISaNna

dinikmati

material

satu proses

but, pelaku

uang yang ia perol atan usaha tersebut dianggap sebagai
pendapatan usahanya.
b. Penjualan dan pembelian aset

Dalam melakukan integrasi harta hasil tindak pidana dalam sistem

keuangan, pelaku pencucian uang umumnya diawali dengan
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penempatan yaitu dengan sebelumnya menempatkan harta hasil
tindak pidananya dalam perbankan atau sebagai aset perusahaan
boneka yang didirikan. Perusahaan boneka tersebut kemudian dibuat
seolah-olah melakukan transaksi pembelian aset properti seperti

gedung, dengan harga yang dinaikkan (marked up). Hasil penjualan

bagapendapatan dari transaksi

angat rumit

meli . Misalnya,
pelalk ri. Pelaku
kem bagai harta
keka perusahaan

mulai dari
negara /\n A 1830 - ak orang yang
membeli pérusahaar Ahy panas) seperti hasil
perjudian, penjualan narkotika, minuman Keras secara illegal dan hasil pelacuran.
122 Namun istilah Money Laundering baru muncul ketika Al Capone, salah satu

mafia besar di Amerika Serikat, pada sekitar Tahun 1930-an Al Capone dan

122 Munir Fuady, Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2001,
hlm 154.
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Gang Mafia lainnya melakukan perbuatan menyembunyikan hasil kejahatan
(perjudian, prostitusi, pemerasan, dan penjualan gelap minuman keras). Untuk
mengelabui pemerintah, para mafia mendirikan perusahaan binatu (landromat),
untuk mencampur hasil kejahatan mereka sehingga tidak dicurigai terlibat

kejahatan. Disinilah merupakan awal inspirasi yang pada akhirnya melahirkan

pan pidana
penjara| ah 'melakukan

pen jak. i _ afia yang

mengute h, ur ykan. i kemudian
diagunka an pi i ‘ \)embangun

bisni Al _ bebas dari

istilah ini tercatat dalam publike 1 baryang mengaitkannya dengan skandal

Watergate di Amerika Serikat pada tahun 1973. Sementara itu, dalam ranah judicial

123 Yunus Husein, “Beberapa Petunjuk Bagi Bank dalam Mewaspadai Kejahatan Pencucian
Uang”, Makalah, disampaikan pada Institut Bankir Indonesia, 29 Mei 2022.

124 Billy Steel, “Money Laundering: A Brief History, Billy’s Money Laundering Information
Website,” http://www.Laundryman.u-net.com/pagel_hist.html dikutip oleh Iwan Kurniawan,
“Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap
Sektor Ekonomi Dan Bisnis”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1.
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atau sistem peradilan, istilah Money Laundering mulai muncul pertama kali pada
tahun 1982, khususnya dalam kasus hukum dengan nilai sebesar US $4,255,625.39,
yang terdokumentasi dalam putusan case law dengan nomor 551 F Supp. '?° Kasus
tersebut menyangkut denda terhadap pencucian uang hasil penjualan kokain

Kolombia. 126 Sejak itu, istilah tersebut telah diterima dan digunakan secara luas di

seluruh dunia.'?’ Kemtidi

ion yang menyangkut dana sekitar US $ 600 juta, yang ditrahsfer melalui

gan Pizza

n Italia. '8
rsebar luas

ui sumber

125 Sutan Remy Sjahdeini, “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab,
dan Dampaknya Bagi Masyarakat”, Jurnal Hukum Bisnis, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum
Bisnis), Volume 22-No.3-Tahun 2003, hlm 7.

126 Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), (Malang:
Bayumedia Publishing), 2004, hlm 8.

127 Sutan Remy Sjahdeini, “Pencucian Uang: Pengertian, ..., op.cit., him 7.

128 Harmadi, Kejahatan Pencucian Uang, Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia
(Money Laundering), (Malang: Setara Press), 2011, hlm 1-2.

129 Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum
Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), Cetakan ke-I, 2008, hlm 215.

130 Harmadi, op.cit, hlm 2.
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berhubungan  dengan narkotika dan  Money Laundering.'3'  Dalam
perkembangannya, proses yang dilakukan Ilebih kompleks lagi dan sering
menggunakan cara mutakhir sedemikian rupa sehingga seolah-olah uang yang
diperoleh benar-benar alami. Karena itu, wajar jika dalam The National Money

Laundering Strategy for 2000 yang merupakan blueprint Amerika Serikat dalam

upaya menangg mukakan bahwa Money
Laundering ) ] Ctapt sy dilakukan
inves ;'r dan penur;;:utan. Khususnya, seseorang yang me ] an sebuah
tran & n.ba : . dilakukan

batas-batas
yurisdik ' 1asional, tetapi juga
masa . e dilakukan

eri. Hal ini

Upaya lain yang dilakuka akutindak pidana pencucian uang untuk
mencuci harta hasil kejahatan selain ke dalam sistem keuangan (financial system)

terutama ke dalam sistem perbankan (banking system), juga melalui penyedia

131 Munir Fuady, Hukum Perbankan Indonesia ,.., op.cit, hlm 154,

132 Arief Amrullah, op.cit, him 8-9.

133 N.H.T. Siahaan, Money Laundering & Kejahatan Perbankan, (Jakarta: Jala Permata),
Cetakan Ketiga, Edisi Ketiga, 2008, hlm 3.
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barang dan/atau jasa lain dan juga penggunaan profesi sebagai gatekeeper'>*.
Tindakan pencucian uang melalui penyedia barang dan/atau jasa lain dapat berupa
pembelian aset berharga seperti rumah mewah, mobil mewah, emas batangan,
permata, dan lain-lain baik untuk investasi maupun untuk dimanfaatkan untuk

kepentingan pribadi atau pihak lain.'* Selain memanfaatkan lembaga keuangan,

antar >h undang-

unda pencucian

dima

dak pelaku

crime. Ini

dalam kasus TPPU.

134 Gatekeeper adalah agen yang membantu dan memfasilitasi proses pencucian uang dan
bertanggung jawab atas perbuatan kejahatan keuangan itu sendiri setelah menerima hasil kejahatan
asal yang dilakukan oleh pelaku lain. Paku Utama, Memahami Asset Recovery & Gatekeeper,
(Jakarta: Indonesian Legal Roundtable), 2013, hlm 133.

135 Hasil Wawancara dengan Bapak Fithriadi Muslim, Pegawai Tetap PPATK, Jabatan:
Pelaksana Tugas Direktur Hukum PPATK, pada tanggal 8 Juli 2014 di PPATK, Jakarta.

136 Ibid.
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2. Tantangan dalam Pembuktian
Meskipun memberikan fleksibilitas, tidak adanya keharusan membuktikan
tindak pidana asal dapat menjadi tantangan dalam pembuktian di
pengadilan. Beberapa kendala yang muncul antara lain:

e Kesulitan dalam menghubungkan aset yang dicurigai dengan tindak

yang kuat

pencucian

Keadilan

tetap ac 1 asai™ue erdakwa bisa
saja dikiu Asa siapdiary, meskipun tidak
ada bukti kuat yang menunjukkan atersebut diperoleh dari tindak pidana.
Hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan

menjadikan praktik Penyidikan yang tidak memenuhi standar keadilan yang

seharusnya ditegakkan.
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Secara keseluruhan, meskipun Pasal 69 UU TPPU memberikan kelonggaran yang
bermanfaat dalam mempercepat proses Penyidikan terhadap pelaku pencucian
uang, tantangan dalam pembuktian asal-usul dana dan potensi pelanggaran prinsip
keadilan menunjukkan adanya kerugian yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu,

penerapan Pasal 69 perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih teliti dan

Permasalahan yang terkait dengan money laundering atau pencucian uang

sesungguhnya telah dikenal sejak lama, tepatnya sejak era tahun 1930-an. Istilah
tersebut muncul berakar dari praktik penggunaan laundry business atau perusahaan
pencucian pakaian sebagai alat untuk mencuci uang hasil kejahatan. Para mafia dan

pelaku kriminal di Amerika Serikat mengambil alih perusahaan laundry ini dengan
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modal yang berasal dari aktivitas kriminal mereka. Selanjutnya, perusahaan laundry
tersebut digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan aliran dana hasil tindak
kejahatan dan transaksi ilegal lainnya, sehingga uang tersebut tampak seolah-olah

berasal dari sumber yang sah dan legal. Berdasarkan sejarah kemunculan istilah

money laundering, Jeffry Robinson memberikan penjelasan sebagai berikut: %’

dikenal dengan nama US vs $4,255,625.39 (1982) 551 F Supp, yang menjadi
tonggak awal pengakuan istilah tersebut dalam dunia hukum.. Sejak saat itu, istilah

tersebut telah diterima dan dipergunakan secara luas di seluruh dunia.'*® Praktik

137 Jeffiy Robinson, The Laundryman, Simon & Schuster, 1994, hlm. 3
138 Sutan Remy Sjahdeini, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan
Dampaknya Bagi Masyarakat, Grafiti Press, Jakarta, 2003, hlm. 7
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pencucian uang telah dikenal sejak 2000 tahun sebelum masehi. Hal ini
dikemukakan oleh Sterling Seagrave dalam bukunya yang berjudul “Lords of the
Rim“. Buku tersebut menuliskan bahwa tepatnya di negeri Cina saat itu, terdapat
para pedagang yang melakukan penghindaran pelaksanaan kewajiban membayar

pajak dengan cara mengembara sambil membawa seluruh uang yang mereka miliki.

yaannya ke
kekayaan
a bukanlah
vayar pajak

atas dasar

antara pemimpin-pemimpin pe
beberapa negara yang telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Bisnis
narkotika ini telah meluncurkan uang yang besar (multi miliar dolar), yang sering

disebut Narco Dollar.

Pada tahun 1988 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan
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Money Laundering, diadakan konvensi internasional yaitu United Nation
Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances
atau yang lebih dikenal dengan nama UN Drug Convention. Lahirnya konvensi ini
ditandai saat mana masyarakat internasional merasa frustasi dalam memberantas

kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal ini dapat dimengerti mengingat objek

ratyano Agiaiel a pendanaan
ara. Rezim

1gkah maju

norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan

anti pencucian uang.'*

139 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.1.
140 Yunus Husein, Hubungan antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkotika dan Tindak Pidana
Pencucian Uang, Tidak Dipublikasikan, 2006, hlm, 24.
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Dan untuk membuat para pelaku perdagangan narkotika tidak mudah
menggunakan uang hasil kejahatan narkotika tersebut, umumnya pelaku
perdagangan narkotika ilegal mencuci uangnya terdahulu, sehingga perlu dibuat
rezim anti pencucian uang. Kemudian untuk menindaklanjuti konvensi tersebut,

pada bulan Juli tahun 1989 di Paris telah dibentuk sebuah satuan tugas yang khusus

SKanoan

, Financial
aftar  Non-
19 negara
bnal dalam
risme atau
aundering.
ria, Israel,

Republik

Alasan FATF memasukl a dalam daftar tersebut berdasarkan
pengamatan dan pertimbangan yang sangat cermat bahwa Indonesia disinyalir

menjadi salah satu sumber sekaligus muara kegiatan Money Laundering. Dalam the

141 Bismar Nasution., Op.Cit., him. 2-3
142 N.H.T.Siahaan, Op.cit, him. 1.
143 1Ibid, him. 1-2.
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40 FATF Recommendations, Indonesia dianggap tidak kooperatif dengan
Rekomendasi ke-15 yang menyatakan agar bank memberikan perhatian khusus
kepada suatu transaksi yang tidak benar latar belakangnya berupa melaporkan
kepada petugas yang berwenang. Untuk lebih jelas, di bawah ini Rekomendasi ke-

15 tersebut yang telah dikutip: “if Financial institution suspect that funds stem from

dak Pidana
negara kita
ing yang
15 Tahun

ahun 2003

patut diduga merupakan ‘pidana dengan maksud untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-

olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Definisi tersebut perlu diberikan penjelasan sebagai berikut; dalam definisi

144 1bid him. 2.
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tersebut terdapat kata “seolah-olah”, sehingga walaupun proses pencucian uang
hasil tindak pidana yang dilakukan, namun harta kekayaan yang berasal dari hasil
tindak pidana tidak pernah menjadi sah atau di putihkan. Dengan demikian istilah
yang dipakai adalah “Pencucian Uang” bukan ‘“Pemutihan Uang”. Money

Laundering selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana,

adalah

sebagai sumber hukum pidana formilnya, selain itu sistem peradilan dalam

penegakannya bersifat konvensional artinya polisi penyelidik dan penyidik, jaksa

145 Yunus Husein, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif

Hukum Internasional, Tldak Dipublikasikan, 2013, hlm. 16.
146 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
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selaku penuntut umum, dan hakimnya adalah hakim dilingkungan peradilan umum
dan berlaku bagi seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh seluruh warga negara
umumnya. Sedangkan tindak pidana khusus adalah suatu tindak pidana yang diatur
dalam undang-undang tertentu atau khusus, yang dalam undang-undang tersebut

dimuat selain hukum pidana materiil juga dimuat hukum pidana formilnya (sistem

1 ketentuan

dalamnya

2. Asal peristilahan “Pencucian Ung”.

Pencucian uang atau Money Laundering pertama kalinya dipakai sebagai
terminologi kejahatan di Amerika Serikat pada tahun 1930-an dimana istilah ini
merujuk pada perbuatan mafia dalam memproses uang hasil kejahatannya untuk

dicampur dengan bisnis yang sah dengan tujuan agar uang kotor tersebut menjadi

136



bersih atau terlihat sebagai uang dari hasil usaha yang sah. Istilah Money
Laundering sendiri konon dipakai karena para mafia membeli perusahaan
pencucian pakaian (laundromat) sebagai tempat mereka menginvestasikan dan

mencampur hasil kejahatan mereka yang amat besar yang berasal dari hasil

pemerasan, penjualan minuman keras ilegal, perjudian maupun pelacuran Namun

ing sendiri
ng terjadi,

si (dicuci),

imasi uang
nary karya
yai berikut:

owing from

penyetoran, penanaman modal, atau bentuk lain dari pemindahan dan pengalihan

dana yang bersumber dari aktivitas pemerasan, perdagangan narkotika, dan

147 Azis Syamsudin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 17.
148 Bismar Nasution, 2008, Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia, Bandung, BooksTerrace
& Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, hlm. 17.
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berbagai sumber ilegal lainnya yang kemudian disalurkan ke dalam sistem
keuangan yang sah, sehingga asal-usul dana tersebut menjadi tidak dapat diketahui
atau dilacak kembali secara hukum. Proses ini bertujuan untuk menyamarkan asal
muasal uang tersebut agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal dan

sah.'* Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan

: nTya-he Su bl . etode yang

pagai suatu

149 H. Juni Sjafrein jahja, 2012, Melawan Money Laundering, Jakarta, Visimedia, hlm. 4.

150 Ibid, hlm. 19.

151 Lebih lanjut penulis jelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa
dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah
satu negara berkembang di dunia ini, sangat menitikberatkan perkembangan dan pembangunan
ekonominya kepada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Oleh karena itu hubungan antara
tindak pidana pencucian uang dengan korporasi ini sangatlah erat. Perkembangan teknologi yang
semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang, salah satunya
yang dilakukan oleh korporasi dapat dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana
Pencucian Uang di Indonesia, definisi pencucian uang diuraikan sebagai suatu
perbuatan yang meliputi penempatan (placement), pemindahan (transfer),
pembayaran, pembelanjaan, pemberian hibah, sumbangan, penitipan, pengeluaran

ke luar negeri, penukaran, atau segala bentuk tindakan lain terhadap harta kekayaan

kegiatan ilegal. Tindakan it lalui serangkaian aktivitas, seperti
penempatan (placement), pemindahan (transfer), pengalihan, pembelanjaan,

pembayaran, pemberian hibah, penitipan, pengiriman ke luar negeri, pengubahan

bentuk, atau penukaran menjadi mata uang asing ataupun surat berharga, maupun

jumlah yang sangat besar. Lihat dalam: Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Books
Terrace & Library, Bandung, 2007, hlm. 78.
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dengan cara lainnya, terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga
berasal dari hasil tindak pidana. Tidak hanya pelaku aktif yang melakukan proses
tersebut yang dapat dikenakan sanksi, namun juga pihak-pihak yang secara sadar
menerima atau menguasai kekayaan hasil kejahatan tersebut turut dianggap terlibat

dalam skema money laundering, karena turut memfasilitasi upaya untuk

e i Cinpmmorcisany pengertian
ng) adalah

, kejahatan

al- usulnya
penjelasan
ering) pada

ahatan atau

melakukan penindakan te kejahatan dengan cara terutama
memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga

apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu,'*® maka

keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.

152 Alford, Money Laundering. N.C.J Int’l & Com, Reg.Vol 19, 1994, him. 437.
153 1bid.
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Menurut N.Welling, yang menjadi objek utama dalam pencucian uang
adalah “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut N.Willing uang dapat menjadi
kotor atau haram dengan dua cara yaitu:'>* 1) Melalui pengelakan pajak (tax
evasion), yaitu memperoleh uang secara ilegal tetapi jumlah uang yang dilaporkan

kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit dari pada yang

ostitution),

kejahatan

) dilakukan

155 Namun
kegiatan

entara itu,

kayaan yang
J‘A sal (predicate
offences) yang dimaksud me a1 bentuk kejahatan serius (serious
crimes), antara lain: korupsi; suap (bribery); narkotika; psikotropika;

penyelundupan tenaga kerja dan migran; kejahatan di sektor perbankan, pasar

modal, dan perasuransian; pelanggaran kepabeanan dan cukai; perdagangan orang

154 Sutan Remy Sjahdeini. Op.Cit., hlm.9.
155 Alford, Op.Cit.
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(human trafficking); peredaran senjata gelap; tindakan terorisme; penculikan;
pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan mata uang; perjudian; praktik
prostitusi; serta kejahatan di sektor perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup,
kelautan, dan perikanan. Selain itu, juga mencakup tindak pidana lain yang diancam

dengan hukuman pidana penjara paling singkat empat tahun, baik yang dilakukan

demikian,
sukkan ke

kejahatan

money laundering atau pencucian uangelah mendorong berbagai pihak—baik
otoritas penegak hukum dan lembaga penyidikan kejahatan, pelaku usaha dan
entitas korporasi, institusi publik dan swasta, maupun organisasi internasional—
untuk merumuskan pengertiannya masing-masing. Beragam negara, baik yang

tergolong negara maju maupun negara berkembang (developed and developing
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countries), serta para akademisi dan praktisi hukum, memiliki pendekatan tersendiri
dalam mendefinisikan konsep pencucian uang. Perbedaan tersebut muncul karena
adanya variasi dalam prioritas, sudut pandang hukum dan ekonomi, serta latar
belakang kebijakan nasional yang melatarbelakanginya. Dengan demikian,

pengertian money laundering tidak bersifat seragam, melainkan kontekstual,

pelacuran.

156 Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money

Laundering) dan Upaya Pencegahannya, Alumni Bandung, 2006, Hlm. 13
157 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan
Kepailitan, 2010, Hlm. 17.
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Istilah Money Laundering'® dalam konteks hukum Indonesia
diterjemahkan sebagai pencucian uang.'”® Pada awal kemunculannya, praktik
money laundering terbatas pada upaya menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh

secara ilegal dari aktivitas perdagangan narkotika dan zat adiktif lainnya (i/lega/

drug trafficking). Seiring waktu, praktik ini berkembang lebih luas dan mencakup

an suatu

yamarkan

ika Serikat pada
nembeli usaha
pemerasan,
mbahkan bahwa
nberitaan skandal
ﬁ v. $4,255,625.39
mifd” mendefinisikan money
gata it U enyembunyikan sumber dana
ilegal agar tampak sah meski~dalat A Kasus, ang legal juga bisa digunakan untuk
menghindari pajak Lihat Edi Nasution, emahami PraknkPencuczan Uang Hasil Kejahatan, hlm.3,
diakses pada http: // acch.kpk.go.id/documents/10180/15186/Praktik-pencucian-uang-Edi
Nasution.pdf/f0c7e4f1-35a8-4d8b-9a4c-39779 1beeTec, tanggal 20 Oktober 20151
159 Yunus Husein, Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering), diakses pada:
https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/11_upaya-memberantas-pencucian-uang_x.pdf.;
tanggal 28 November 2015. him. 1
160 Berdasarkan latar belakang pembentukannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan
regulasi ketiga yang disusun oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka memerangi kejahatan
pencucian uang. Sebelumnya, langkah serupa telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2002, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.
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asal-usul dana yang berasal dari tindak pidana, agar tampak sah secara hukum dan
seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal.'®!
Dilihat dari konteksnya secara global, secara konseptual, Emmanuel

lIoannides'®> memaparkan beberapa tujuan pencegahan dan pemberantasan

pencucian uang: pertama, melindungi dan meningkatkan stabilitas, keutuhan dan

reputasi dari sistem-ke gITAdSVﬂlﬂ samaan melindungi warga

An-Ini,pencucian uang

a gat berbahaya

2 Nomor 8 Tahun
ihilanjut, dalam

embelanjakan,
'ubah bentuk,

d1ketahu patut didwooiy i Ak e seb v dimaksud dalam
Pasal 2 aj ' e S sul, Harta Kekayaan
dipidana karcn3 '

tahun dan denda pating-bdnyak-
Pasal 4 : Setiap Orang yang menyembtnyikan

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau epemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama
20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 ayat (1) : Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

162 Emmanuel loannides, Fundamental Principles of EU Law Against Money Laundering, Tanpa
Tahun, Hlm. 7-10
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dari kegiatan pencucian uang, negara harus memberikan hukuman jelas untuk
memberantas kegiatan pencucian uang; ketiga, menyediakan alat yang efektif untuk
memastikan pelaku pencucian uang dan awal tuntutan tindak pidana melalui unit
intel keuangan jaringan internasional diatur oleh kelompok Egmont dan

keterlibatan lembaga keuangan dalam memerangi pencucian uang. Akibat

hatan. Warga
negara “di 3 g kerangka-strategi yang
diterapkan dan didasarkan pad sip efektivitas, proporsionalitas dan
keterlibatan pemangku kebijakan di sektor publik dan swasta; ketujuh,
mengaburkan informasi dari pemangku kebijakan sektor swasta mengenai identitas

orang-orang yang terlibat dalam transaksi yang mencurigakan dan pada waktu yang

sama memberikan beberapa sistem pemeriksaan komersial, keuangan, dan data
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pribadi oleh penegak hukum dan badan-badan intelijen di tingkat nasional, regional
dan internasional. Guna mencegah tindakan pencucian uang terjadi kembali pada
sektor swasta yang seringkali berkutat dengan transaksi keuangan dan bisnis,
informasi mengenai identitas individu harus disembunyikan agar informasi-

informasi mengenai tindakan pencucian uang tidak diketahui oleh siapapun. Lebih

rst—mten t ddetapa emberikan
lisesuaikan

uang dan

spek-aspek
emperketat

publik dan

kesepuluh, mempromosikan dan meningkatkan tata pemerintahan yang baik,
praktik terbaik, transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain kegiatan
pencegahan dan pemberantasan, kegiatan pencucian uang harus diubah

paradigmanya schingga menciptakan promosi terhadap kegiatan-kegiatan legal
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dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, praktik-praktik baik hingga transparansi
hingga harus dilakukan oleh pemerintah guna mencerminkan tata kelola yang baik;
kesebelas, meningkatkan aktivitas penegakan peraturan dan hukum keuangan
dalam hal melakukan pertarungan modal dari tempat yang panas melalui sistem

transfer nilai informal dan membantu menyelesaikan masalah bagaimana dana

peri ; . L . 2 A . a |||L‘r:lnl emaSiOl’lal

un ' m korupsi pada

nega mencegah

dan ama antar
an untuk
wah.

ng), antara

lain:

describe

pemerasan, transaks sumber-sumber illegal lainnya,
sehingga seolah-olah didapatkan dari cara yang sah). Terjemahan Bebas

Penulis.

163 Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, St. Paul, Minn. West Publishing Co. 1968,
page 1248.
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b. Webster Dictionary, mengemukakan bahwa : 164

Dalam Webster Dictionary, istilah money laundering diartikan sebagai: "to
exchange or to invest money in such a way as to conceal that it comes from
illegal or improper sources," yang dalam terjemahan bebas berarti tindakan

menukar atau menginvestasikan uang sedemikian rupa dengan tujuan

l. j tvEﬂ&llﬁs a berasal dari kegiatan

uang secara legal, tetap

keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya

164 Webster Dictionary, di dalam: Henry Campbell Black, Ibid, hlm. 1321.
165 Sarah N. Welling, Smurfs, Money Laundering, and The United States Criminal Federal
Law, 2003, hlm.5.
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diperoleh, kedua, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar
hukum.Terjemahan Bebas Penulis.

d. The United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotics, Drugs,
and Psychotropic substances of 1980, yang sudah diratifikasi di Indonesia

dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1997, memberikan pengertian

> the legal

onument,

h property

an act of

dari properti yan etahui ' indikasi ri kegiatan

diketahui properti terseb onspirasi jahat atau dari partisipasi

dalam perbuatan jahat). Terjemahan Bebas Penulis.

166 Yunus Husein, Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang, Books Terrace

& Library, Bandung, 2002, him.13

150



e. Pamela H. Bucy mengemukakan, bahwa:'¢’

“Money Laundering is the concealment of the existence, nature or illegal
source of illicit funds in such manner that the fund will appear legitimate if
discovered”. (Pencucian uang adalah penyembunyian keberadaan, sifat dasar

dari sumber dana yang ilegal, dimana dana tersebut disalahgunakan dengan

Yih Miin,

ed as “The

Convention which states as any from of activities that involve conversion or

167 Pamela H. Bucy, White Collar Crime: Cases and Materials, 1992, him. 128

168 Merve Bihter Akici, Ankara Bar Review, Money Laundering and Terrorism as a
global threat and a comparison between United States and Turkey, 2011, him. 180

169 Guru Dhillon, Rusniah Ahmad, Aspalela Rahman, NG Yih Miin, The viability of
enforcement mechanism under Money Laundering and anti-terrorism offences in Malaysia,
2013, him. 172
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transfer of property at the state of mind of knowing or aware of such property
is derived illegal activities as stated in the sub-paragraph of the said document
also stated for the same convention that Money Laundering involved any
individuals or bodies participating in the act of concealing the origin of any

property or asset. (Menurut FATF, pencucian uang dapat didefinisikan

ne and as a
ax evasion.
n of the fact
€s supports

the” goals of the
AML/CFT regime are 1. Tc e-as an additional tool in fighting and
preventing crime and tax evasion, 2. To protect the financial system from

criminal influences, 3. Prevention of the insertion of tainted money into the

170 Bern Schienther, Is the South African Effort Toward Reducing Money Laundering

Optimal?, 2014, him. 18
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economy as a whole, and 4. To contribute to good government and to promote
the rule of law for the society as a whole.”(Tujuan pencucian uang adalah
untuk menyembunyikan asal uang yang dihasilkan dari tindak pidana dan
sebagai print-out, dimana sebagian besar uang tersebut yang “dicuci”

disahkan dalam menghindari pajak. Dalam upaya menghindari uang dan

a legitimate
lakukan dalam
alan sumber dari transaksi-transaksi
yang tidak sah, dan merubahnya menjadi sebuah transaksi yang

sah).Terjemahan Bebas Penulis.

17 Angela Samantha Maitland Irwin and Kim Kwang Raymand Choo, dan Lin Liu, An

Analysis Of Money Laundering and Terrorism Financing Typologies, 2012, him. 87
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j. Le Nguyen, mengemukakan bahwa: '
Money Laundering is generally understood as the process of converting the
proceeds derived from a wide range of underlying criminal offences, called
predicate offences, to apparently legitimate property.(Pencucian uang secara

umum diartikan sebagai suatu proses perubahan laporan keuangan dari suatu

ernments,

pvement of
s of Money
, layering-
tions, and
5. Different
1S money at
g bukanlah
ang sudah
lesh pemerintah,
baik organisasi nasiona

asional, para pembuat peraturan dan

sektor-sektor swasta melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi

172 Le Nguyen, The International Anti Money Laundering Regime and Its Adoption By

Vietnam, 2014, him. 198.
173 Tatiana Tropina, Fighting Money Laundering In The Age OFf Online Banking, Virtual
Currencies and Internet Gambling, dalam Jurnal Era Forum, 2014, him. 70-71.

154



pergerakan uang pada sektor yang sah. Tahapan-tahapan dalam pencucian
uang adalah penempatan uang ke dalam sistem keuangan, melapisi keuangan
dari sumbernya melalui serangkaian transaksi-transaksi, yang terintegrasi
dengan transaksi selanjutnya dalam sistem yang sah. Peralatan yang berbeda

sudah disiapkan dalam upaya memantau dan mendeteksi uang yang

mencurigakan-pada_set i em_perbankan tradisional).

= UNE

emberikan
o berusaha

dari suatu

pengawasan pihak berwenang. Cara yng umum digunakan adalah dengan
memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system), sehingga
uang itu kemudian dapat dikeluarkan kembali dari sistem tersebut dalam bentuk

yang dianggap sah dan berasal dari kegiatan legal.
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Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum pidana, memandang
pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan yang berupaya menyembunyikan
asal-usul uang agar dapat digunakan sebagai dana yang sah secara hukum.!’*
Kejahatan pencucian uang termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih (white

collar crime), khususnya di sektor perbankan, dan biasanya dilakukan oleh individu

erkait erat.

merupakan hasil tinda 1 Penyedia Jasa Keuangan, baik atas

nama sendiri atau atas nama pihak lain;

174 Anang, Money Laundering (Politik Cuci Uang), http.//meynyeng.wordpress.com
/2010/03/26/, diakses pada 7 November 2015.

175 Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, 7injauan Umum Mengenai Pencucian Uang,
http.//www.scribd.comy/; diakses pada tanggal 7 November 2015

176 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
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b) mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan yang lain,
baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

¢) membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas

menghiby cnyvauabangks aan-yang diketahuinya

S namanya

diduganya

aupun atas

atau patut

ketahuinya

a uang atau

pentransferan;
¢) pembayaran;
d) hibah;

e) sumbangan;

f) penitipan; atau
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g) penukaran.

Pasal 7 disebutkan bahwa: “Setiap Warga Negara Indonesia dan atau
Korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang
memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak

pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak

WNI dan

, dengan

7 ini hanya
ordsi Asing yang
ada di luar negeri apabila me atau mentransfer Harta Kekayaan yang
merupakan hasil tindak pidana ke wilayah Negara RI tidak merupakan TPPU.
Sedangkan tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana
Pencucian Uang adalah:

a. Pasal 8
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Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan
kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana
dengan pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah).

b. Pasal 9

1) Pejabat atau pegawe

dan siapapun juga yang memperoleh Dokumen dan/atau keterangan
dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib
merahasiakan Dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk

memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini.
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2) Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.

3) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim,
dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada

ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1

pada ayat

pakar telah berhasil menggo ongka proses pencucian uang (Money
Laundering) ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
a. Tahap Placement

Tahap penempatan (placement) merupakan upaya menempatkan uang tunai

yang berasal dari tindak pidana dalam sistem keuangan (financial sistem)
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atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat
deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem
perbankan. Dalam proses penempatan uang tunai ke dalam sistem keuangan
ini, terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyelundupan uang

tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai yang

maupun melalui peruse perusahaan yang memiliki nama

dan badan hukum, tetapi tidak melakukan kegiatan usaha yang

sebenarnya.!”®

177 Bismar Nasution, Op.Cit., him. 19

178 Ibid.
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Teknik lain dari layering ialah memberi efek (saham dan obligasi),
kendaraan, dan pesawat terbang atas nama orang lain. Kasino sering juga
digunakan karena kasino menerima uang tunai. Sekali vang tunai tersebut
dikonversikan kedalam chips dari kasino tersebut, maka dana yang telah

dibelikan chips tersebut dapat ditarik kembali dengan menukarkan chips

1 sehingga
1g yang di
kegiatan-

sama sekali

Sebagaimana dikemukaka ffrey Robinson, tahap placement adalah

tahap yang paling rentan (vulnerable) bagi pencuci uang karena apabila pencuci

uang tidak dapat memasukkan uang haram tersebut ke dalam proses pencucian,

Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, him. 36.
Bismar Nasution, Op. Git, him. 20.
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maka ia tidak akan dapat mencuci uang haram tersebut. Namun, sekali uang haram
itu berhasil di konversikan ke dalam nomor-nomor (rekening bank) yang muncul di
suatu layar komputer dan nomor-nomor tersebut berhasil dipindahkan mondar-
mandir melintasi dunia, maka hal itu seperti halnya riak air sebagaimana

digambarkan di atas lenyap dan batu tersebut terkubur di dalam lumpur di dasar

s ini terinci
perusahaan
investment
lia sendiri,
ari cabang
osit bahwa

I dian tidak

ansaksi menjadi lebih kecil.
d) U Turn, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan

memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening

181 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit. him. 63.
182 supriyono, 2013, Memahami Pengertian, Tahap-Tahap dan Modus Pencucian Uang,
Tidak Diterbitkan, him. 1-5.
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)

asalnya.

Cuckoo Smurfing, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan
mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak
ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari

bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan “proceed of crime”.

dasar kepercayaan.
Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan
menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari
terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana

hasil tindak pidana.
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k) Mingling, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari
hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber
asal dananya.

1) Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan

menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya

ah dapat
meng Indonesia
dalar
5 P

yang telah
terc knologi di
satu namun di
lain a berbagai
mas li menjadi
laha: atan kerah
puti kejahatan
yang s 'tindak pidana
yang b r untuk keperluan

pribadi atau keperluan sindikatnya."®
Keadaan tersebut dipergunakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan

keuntungan dari perbuatan yang tidak halal, berupa mengaburkan,menyamarkan

183 ,

Ibid.
18 Ppriyanto, et-al, Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun, Jakarta:
PPATK, 2007, him, 13.
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uang yang diperoleh dari harta hasil kejahatan narkotika (illegal drugs trafficking),
hasil korupsi, insider trading dalam jual beli saham, penyelundupan senjata,
pemalsuan kartu kredit, dan sebagainya yang dapat dikategorikan sebagai sebuah
tindak pidana dalam bidang ekonomi. Kejahatan ekonomi hampir selalu berujung

pada tindakan pencucian uang, meskipun banyak kasus masih dalam tahap

penyelidikan, proses mTﬁg vang berkekuatan hukum

tetap) (inkracht), : Jan kv pencucian
uang

g mudah

Men endorong
mar:

erupakan

al ini arus

mbuhan

dasar pada

2)

adalah teknologi di bida aitu dengan munculnya internet yang

memperlihatkan kemajuan yang luar biasa.'®’

185 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk-Beluk Pencucian Uang, Grafiti Press, Jakarta, 2007,
him. 39-50.

186 Ibid.

187 Lihat juga Sebastian Pompe, Op.cit him. 14.
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3) Faktor Rahasia Bank yang Begitu Ketat
Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-
data rekeningnya menyebabkan azas “know your customer”. Penerapan
pengaturan rahasia bank yang ketat dapat mengakibatkan sulitnya untuk

mengetahui data seseorang yang diduga merupakan hasil tindak pidana.'®3

4)

an maka
ated Teller

emberikan

pakan suatu
lerbit melalui
pihak lain maka memuda ectronic commerce melalui jaringan
internet, pelaku tersebut juga sebagai dunia maya (cyberspace) atau cyber

Laundering. Mengakibatkan semakin sulitnya untuk melacak kejahatan

188
189
190

Lihat Juga Yenti Garnasih, Penanganan,..., Op.cit, him. 28.
Lihat juga Sebastian Pompe, Op.cit, him. 15.
Lihat Juga Yenti Garnasih, Penanganan,..., Op.cit, him. 31.
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pencucian uang tersebut.

7) Faktor Layering
Penggunaan secara berlapis pihak pemberi jasa hukum (lawyer) dimana

sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai

indahan demikian dilakukan beberapa kali schingga

perbankan.
dang bahwa

ipe AI pembiayaan

pembangunan.

Lihat juga: Dita Yunisa, Penerapan Pendekatan Follow The Money Dalam Proses

Investigasi Kejahatan Money Laundering Di Indonesia Oleh Bareskrim Polri, Kriminologi
Indonesia, Volume 8, Nomor 2, 2012, him. 69.

Ibid, him. 71.
Lihat juga: Harkristuti Harkrisnowo, Perundang-Undangan Yang Merupakan Upaya

Penanggulangan Kejahatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, Jurnal Kriminologi Indonesia,
Volume 2, Nomor 1, 2002, him. 5.
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10) Faktor Peraturan Setiap Negara
Belum adanya peraturan-peraturan Money Laundering di dalam suatu
negara tertentu sehingga menjadi praktik Money Laundering menjadi
4

subur.'®

Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencucian uang (Money Laundering)

begitu komplek. ek Money Laundering ini
menimbuikan e Tetpelakudon aundering
un negaranya
send

kan bahwa
secat an untuk
me dana yang
legal

an melalui

real estate
ia membeli
nya dengan
ini dibayar

nefalui transaksi
bisnis. Dengan cara et, barang, atau jasa dapat diubah

bentuknya sehingga tampak sebagai hasil yang sah melalui rekening

pribadi atau perusahaan di bank tertentu.'%

194 Ibid, him. 7.
195 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk-Beluk,..Op.cit. him. 41.
196 Ibid, him 41-42.
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(2) Offshore Conversions dimana dana ilegal dialihkan ke wilayah tax haven
country dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan lain
yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya dana ilegal tersebut digunakan
antara lain untuk membeli aset dan investasi (fund investments). Di

wilayah seperti (tax haven country) ini cenderung memiliki hukum

ilah yang

kan “dana
unia. Pada
tan dan

ditawarkan

bisnis atau
ahkan dan
onversikan
dinnya, yang
pali ke rekening
bank lain. Metode N an pelaku kejahatan menjalankan

usaha atau bekerjasama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan

197

1bid. him. 42.
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